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RINGEASAN ¢

Dokter sebelum melakukan tindakan medik member informasi pada
pasien tentang tindakan yanap akan dilakukannya. Berdasarkan informasi ini,
pasien dapat memutuskan untuk menyetujui atau menolak tindakan medik
seicngkap apapun informasi yang dokier sampaikan pada pasien. Tanpa
persetujuan dan pasien, maka dokter tidak dapat melakukan tindakan medik yang
diinginkannya. Jika dokter tetap melakukan tindakan, tanpa persetujuan pasien
maka dokter tersebut akan menghadapi gugatan karena telah melakukan perbuatan
melawan hukum

Dalam tindakan operasi, tidak semua tindakan dirancang diperkirakan
dengan tepat dan akurat. Saat pelaksanaan operasi yang telah disepakati bersama
dokter menemukan kelainan pada tubuh pasien yang secara wajar tidak dapai
didiagnosa sebelum operasi yang bersifat gawat dasurat hingga membahayakan
Jhwa. Menyingkapi keadaan seperti ini, dokter harus segera menanggulanginya
unfuk keamanan dan keselamatan pasien, schingga tidak ada kesempatan untuk
membri informasi dan meminta persetujuan -aat pembiusan .

Penubsan skripsi ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisa
bagaimana penerapan standarisasi /nformed Consent di Tndonesia dan akibai
akibat hukum yang timbul dari perjanjian tersebut bagi pasien maupun dokter
dengan menggunakan metode bersifat juridis normatif dan pendekatan masalah
berdasarkan perundang-undangan vang berlaku berupa tehnik pengumpulan data
dan melalui wawancara dengan staf Humas RS. PTPN X Jember dan mempzlajari
Undang-undang Nomor 23 tahun 1992 tentang Kesehatan dan Permenkes
F9NPER/Menkes/IX/1989 tentang Perselujuan Tindakan Medik, buku-buku dan
haha: pustaka lainnya yang berkaitan dengan kesehatan vane kemudian data-data
ini dianalisa secara kualitatif schingga mer thasilkan karya penulisan bersifat
deskniptif analitis .

Pasal 7 Permenkes 385/PER/Menkes/[X/1989 tentang  Persetujuan
Tindakan Medik menyatakan bahwa (1) informasi Juga harus diberikan jika 1wa

pasien, (3) setelah
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perluasan operasi sebagaimana dimaksud' ayat (2) dilakukan, dokter' harus
memberikan informasi kepada pasien dan keluarganya. Bilanianz saat tindakan
operasi ini tidak sesuai dengan standard profesional medis yang mengakibatkan
luka cacat hingga kematian yang kesemuanva sepenuhnva menjadi
tanggungjawab dokter maka disebut wanprestasi .

Penerapanr Standarisasi fmiormed Consent dilakukan pasien secarz sadar
untuk dipasami hak-haknya sebagai pemakai jasa yang berhak menuntut ganti
rugi atas ketidakpuasan atau kelalaian dari i pemben jasa vaitu dokter. Oleh
scbab kedua pihak hendaknya berhati-hati dalam melaksanakan perjanjian untuk
tindakan medik tertentu, begitu juga dengan pihak Rumah Sakit yang
memperkerjakan tenaga medik yang tidak hanya berkualitas namun juga
menjunjung tinggi akhlak moral, tata susila dan etika kepatutan di masyarakat .
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungsn Konsumen
merupakan “baju zirah” yang dapat digunakan pasien sebagai konsumen, Karena
memang sudah scpatutnya penderitz yang awam dengan dunia medik meriuntut
hasil yang terbaik dari tenaga medik berhubungan denpan kesehatan tubuhnya,
sehingga masing-masing pihak berfungsi sebagaimana layaknya .

erl A

e —————
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BAB L |
PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Keszhatan adalab suatu ha! yang dibutuhkan manusia . lronisnya, dunia medis
adalah salah satu dunia yang sedikit sekali diketahui orang awam . Ketergantungan
seseorang dengan tenaga medis mengenai kesehatan mengukibatklan p{‘.rh;, hubungan
vertikal vang bertolak prinsip father knows best, Dalam pola hubungan ini kedudukan
pemberi jasa pelayanan kesehatan (YANKES) atau health provider denpan pensrima
jasa YANKES atau health receiver tidak sederajat karena peinbert jasa mengetahw
scgala sesuatu yang berkaitan dengan penvyakit, apalagi berhadapan dengan sesuatu
vang menyangkut keselamatan jiwa. Oleh karena itu dalan hubungannyva vang
paternalistik 11, s1 sakit menverahkan nasibnya kepada sang pengobatan;dasar
hubungan iz, yaitu kepercayaan.

Pelaksanaan penyembuhan dari aspek diatas mengakibatkan hubungan hukum

antara 2 (dua) subyek hukusi (si sakit dan sang pengobat ).Sesuai dengan pasal 1313
KUHPerdata mengenai perjanjian,maka jelas timbul hak dan kewajiban bagi para
pihak vang bersangkutan .
Hubungan hukum ini tidak menjanjikan sesuatu kesembuhan , karena objek dar
hubungan hukum imi yaitu upaya maksimal vang dilakukan secara hati-hati dan
ceimat oleh sang pengobat berdasarkan ilmu pengetahuan dan pengalaman
menangani penyakit untuk kesembuhan si sakil . Upaya hukum maksimal ini yang
disebut inspanningsverbintesis dan bukan risikoverbintesis yang menjanjikan suatu
hal vang pasti .

Perjanjiar atzu Persewujuan Tindskan Medik (PERTINDIK informed consent )
merupakan pengambilan keputusan yaitu pilthan terapi yang paling tepat sebagai
langkah yang telah discpakati bersama anmtara dokter dan pasien berdasarkan
kewenangan pasien. Kondisi ini dilandaskan pada prinsip etik dan moral sera

otonemi pasien (respect of person) yang dijabarkan dalam Kode Etik Kedokteran
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Indonesia (KODEKI),Fatwa Pengurus Besar Tkatan' Dokier Imdonesia (1IDI) Nomor
319/PB/A-4/1988 dan Kep.Mcakes RI Nomor 585/PER/Menkes/IX/1989 teatang
Persetujuan Tindakan Medik (PERTINDIK). Mekanisme Informed Consent juga
merupakan salah satu aspek dalam menegakkan hukum perlindungan konsumen. Dan
bila semula informed consent sebagai morma etik atau moral, maka setclah
diterhitkannva peraturan perundang-undangan tersebut meajadi norma hukum vang
berkekuatan normatif .

Merupakan suatu polemik apabila pelaksanaan isi perjanjian teraupetik diatas
tidak dipenuhi, atau ketentuan isi informasi dokter yang tidak lengkap dalam upava
mengambil keputusan secara rasional . Hal - hal yang menjadi standarisasi mengenai
apa vang disetujui, kapan persetujuan dibenkan, bagaimana cara membernkan
persetujuan, siapa yang berhak memberikan persetujuan, fungsi dari persetujuan,
merupakan rangkaian ungkapan pertanvaan sebagai tolak ukur prestasi dokier
selanjutnya .

Sedangkan sesuatu yang dapat dituntut atas prestasi menurut pasal 1234
K UHPerdata dikategorikan apabila seseorang tersebut
1) menyerahkan sesuatu barang;

2) melakukan sesuatu perbuatan,
3) tidak melakukan suatu perbuatan .

Dalam hubungan dokter dan pasien, presiasi utamanya yaitu melakukan suatu
perbuatan guna mengantisipasi kemajuan YANKES sccara kuratif, preventif,
promotif dan rehabilitatif sehingga kedua belah pihak tidak saling berbenturan
kepentingan  sebagai pemberi YANKES atau fealth provider dan penenima
YANKES atau health receiver.

Mezkipun dokter sebagai tenaga kesehatan yang scakan-akan selalu
“disudutkan * dalam masalah keselamatar nyawa sescorang, pnamun sebagal
pengeinban tugas dari rumah  sakit, kondisinya didukung pasal 1601 a KUHPerdata
tentang Perjanjian Kerja dan Undang - uwdang Nomor 23 tahun 1992 tentang

Kesehatan yang meliput: beberapa pasal berihut
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‘Pasal 53: ° '
1) tenaga kesehatan berhak memperoleh perlindungan hukum dalam
melaksanakan tugas sesuai dengan profesinya;
2) tenaga kesehatan dalam melakukan tugasnya berkewajiban untuk
memenuhi staadar profesi dan menghormati hak pasien .

Pasal 54
1) terhadap tenaga kesehatan yang melakukan kesalahan atau kelalaian
dalam melaksanakan profesinya dapat dikenakan tindakan disiplin;
2) penentuan ada tidaknya kesalahan atau kelalaian sebagaimana
dimaksud ayat (1) ditentukan oleh Majelis Disiplin Tenaga Kesehatan

Pacal 5 'i"'-
1} Setiap orang berhak alas ganu rugi akibat kesalahan atau k::laiazan

yang dilakukan oleh tenaga keschatan;
2) Ganti rugi scbagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan sesuas
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Akibat hukum bagi seseorang vang melakukan wanprestasi adalah hukuman
atau sanksi yaito :
1} mcmbayar kerugian yang didenda oleh pihak lain;
2) pembatalan perjaniian;
3) peralihan restko:
4) membayar biaya perkara-perkara bila perkara sampai di depan hakim
Dengan adanya akibat hukum diatas, seorang pasien dapat memindahkan
kemungkinan-kemungkinan tuntutan melalui surat gugatan terhadap pihak-pihak baik
dokter maupun pasien vang telah melakukan wanprestasi, yaitu: menuntut
pemenunan perianjian; pemenuhan perjanjian disertai ganti rugi, ganti rugl saja;
nembatalan perjanjian nleh hakim; atan menuntut pembatalan perjanjian disertai ganti
Lerugian Namun _dalam hal ini pihak pasien hendaknya jangan “gelap imata”
mengajukan suity funtutan hukum.
Berpangkal dan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan
kajian dalam suatu karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul -7 Tanggung Gugat
Dokter Terhadap Pasien Dalam Hubungannnya Dengan Penerapan Standarisasi

Tnformed Consert”
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1.2.  Ruang Lingkup
Berdasarkan latar belakang diatas, perlu diuraikan mengenai batasan
ruang lingkup materi yang hendak dibahas, guna menghindari adanya penulisan yang
teriaiu fuas tanpa arah.
- Adapun ruang lingkup dan materi vang akan dibahas adalah aspek
tanggung gugat dokter terhadap pasien dalam hubungannya dengan penerapan

standansas: Informed Consent.

1.3. Rumusan Masalah
Adapun permasalahan vang akan dibahas dan dikaji datam penulisan skripsi
mi adalah sebagai Lerikut;
1. bagaimanakah penerapan standarisasi /nformed Consent di Indonesia ?;
2. bagaumanakah akibat hmkum yang ditimbulkan dani /nformed Consent bagi pasien

maupun dokter ?

1.4  Tujuan Penulisan
Penubis dalam pembahasan uraian diatas mempunyai maksud dan tujuan
sebagal benkut :
1.4.1 Tujuan Umum
Tujuan umum penulisan sknpsi 1 adalah :
a. Untuk memenuhi dan melengkapi salah satu persyaratan mencapai gelar
Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitzs Jember;
b. digunakan schagai penerapan dan pengembangsn ilmu pengetahuan yang
diperoleh di perkuliahan dalam relevansinya dengan perkembangan di
masyarakat.

¢. untuk kepentingan perkembangan bidang hukwin, khususrya hukum perdata |
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1.4.2 Tujuan Khusus
Tujuan khusus penulisan skripsi ini adalah
a. untuk mengkaji dan menganalisa standarisasi persetujuan Mformed Consent di
Indonesia;
b untuk mengkaji dan menganalisa akibat hukum dari persetujuan /nformed

(‘onsenfbag pasien maupun dokter

1.5, Metodologi

Metodologi adalah proses prinsip dan prosedur mendekati masalah dan
mencan jawabannya . Untuk penyusunan skripsi ini dibutuhkan metode-metode
tertentu guna mengumpulkan data, analisis data dan menarik kesimpulan . Metode ini
dimaksudkan untuk memperolch data yang objektif serta analisa yang tepat sehingga
hasil pembahasan i dapat memenuhi persyaratan penulisan vang bersifat ilmiah .

Adapun metode yang digunakan sebagai berikut :

1.5.1 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah
pendekatan secara juridis normatif vaitu pendekatan masalah dengan maksud
mengkaji berbagai peraturan, perundang-undangan yang berlaku dan kompeten
sebagar dasar pembahasan atas permasalahan yang dirumuskan (Soemitro,1990:97)

1.5.2 Sumber Data

Sumber data diperlukan guna mengetahui hingga dimana ilmu yang
berhubungan dengan penyusunan telah berkembang, diharapkan pembahasan
nantinya lebth sistimatis (Moch. Nazir,1988:12). Sumber data vang digunakan dalam
penulisan in1 yaitu ;
¥ Berdasarkan sumber data primer. yaitu penulis melakukan wawancara dengan

para pihak yang berkompeten (dokter ahli/asisten dokter operator)

Z Berdasarkan data sekunder, yaitu peraturan - peraturan yang berlaku dan

mempunyai relevansi dengan permasalahan diatas dan pendapat para sarjana
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f

atau ahh hukum dan doktnn-doktrin vang secara hdak langsung  berkaitan erat
dengan pokok permasalahan vang ada
1.5.3 Prosedur Pengumpulan Data
Dalam pengumpulan data-data maka metode wyang dipunakan adalah
kepustakaan (library research) yaitu pengumpulan data dengan cara mempelajart dan
menganalisa para ahli-ahli hukum, serta peraturan peundang-undangan yang berlaku
szsual dengan permasalahan .
1.5.4 Analisis Data
Setelah data-data terkumpul maka benkutnva melakukan apalisis data,
mengingat sifat data vang teckumpul tidak dapat diukur secara langsung maka metode
analisis yang digunakan adalah desknpuf analitis yaitu prosedur pemecahan masalah
dengan memaparkan data yang diperoleh dari hasil pengamatan kepustakaan dan
peenggambaran laporan secara nyata dalam Informed Consent kemudian dianalisis
dan diinterprestasikan dalam suatu kesimpulan sccara deduktif yaitu pengambilan
kesimpulan dari pembahasan bersifat umum ke pembahasan yang bersifat khusus
(Soemitro,1990:98).

a \
1 ¥ e
R OP Perpustanads

UKIVERSITAS JEMBER |
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BAB Il
PERANAN DOKTER, PASIEN DAN RUMAH SAKIT

2.1 Standarisasi Informed Consent
2.1.1 Pengertian Perjanjian

Adanya beberapa pendapat vang berbeda dari para sarjana mengenai
pengertian perjanjian, diantaranya adalah :

Menurut Prof. Dr. Sn Soedewi Masyehoen Sofwan,5 H., bahwa perjanjian
adalah "Suatu perbutan hukum dimana seorang atau lebih mengikatkan dirinya
terhadap seorang lain atau lebih *,

Buku IIl (Burgerlifk Wethoek) berjudul “Perihal Perikatan™ Perikatan
sebagat terjemahan dari 1stilahnya aslinya dalam bahasa Belanda “verbintenis”™ .
Istilah perikatan dalam arti lebih luas “ perjanjian™, karena dalam Buku lII
B.W. diatur juga perihal hubungan hukum yang sama sekali tidak bersumber dari
suatu perselujuan atau perjamjian, yaitu perihal perikatan yang timbul dari
perbuatan melanggar hukum (onrechtmatige daad) dan yang timbul dari
pengurusan kepentingan orang lain yang tidak berdasarkan persetujuan . Sebagian
besar yang diatur dalam Buku lil B.W. adalah perikatan yang berdasarkan
persetujuan atau perjanjian, jadi berisikan hukum perjanjian.Namun definisi
perikatan tidak tercantum dalam satu pasalpun .

Pasal 1313 KUHPerdata memberikan pengertian perjanjian, sebagai
berikut  * Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan denpgan mana satu orang atau
lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih “ Perikatan merupakan
suatu pengertian abstrak, sedangkan perjanjian adalah suatu peristiwa hukum yang
konkrit . (R.Subekti, 1982:122).

Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseoran berjanji kepada
orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal
(R.Subekti, 1987:1) Jadi, perikatan menimbulkan suatu hubungan dua orang yang

membuatnya.
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Dalam bentuknva perjanjian merupakan rangkaian kata yang mengandung -
jaaji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis, sehingga hnbungan
antara perikatan dan perjanjian menunjukkan bahwa perjanjian melahirkan
perikatan . Perjanjian adalah sumber perikatan, disamping sumber-sumber lain .

Pasal 1233 KUHPerdata mengatur tentang sumber penkatan, yaitu :
+% Tiap-tiap penikatan dilahirkan batk kerena persetujuan, bail karens undang-
undang “

Persetujuan dianggap sah apabila telah memenuhi 4(empat) syarat dalam pasal
1320 KUHPerdata, yaitu:

-

adanya kata sepakat antara mereka yang mengikatkan din;
2. adanya kecakapaan untuk inembuat suatu penkatan;
3. adanva suatu hal tertentu adanya |

4. suati sebab yang halal.

Sepakat berarti mengandung makna ada kebebasan wvang sudah
dipenuhi.Saling menyetujui kehendak masinp-masing, vang dilahirkan para pihak
tanpa ada paksaan, kekeliruan dan penipuan . Persetujuan dapat dinyatakan secara
tegas maupun diam-diam. seangga mampu menginsvafi benar-benar dengan
tangpung jawab vang dipikul dengan perbuatannya itu .

Kata sepakat tentang perizinan didukung teori pernvataan (verklaringstheori),
bahwa kita dapat berpegang pada apa yang dinyatakan bila A menawarkan
Pzlayanan Kesehatan (YANKES) kepada B dan diterima oleh B, maka artinyva A
dan B telah terjadi persetujuan tanpa menghiraukan apakah yang dinyatakan oleh
4 dan B sesuai dengan kechendaknya  atau tidak .Teori kepercayaan
{verowwensiheorie). kala sepakat terjadi jika ada permyataan objektif dan dagat
fipercaya. Pergucapan kemauan seseorang dimaksudkan agar pthak lain aalam
satu hubungan hukum mengetahui  adanva kemauan itu menyetujui atau tidak
kemauan dari pihak pertama, Jika kemauan ditetapkan baru menyetujui,

maka kemauan im harus diucapkan pula pada pihak pertama . Dalam saling
mengucap ada pibak lain vang mendengarkan uapan itu berdasarkan atas
pengertian dan kepercavaan . Keadaan seperti imlah yang dimaksud dengan

verklaringstheorie dan vetrowwestheorie. (R_Setiawan, 1979:58)
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]

Kecakapan sebagai syarat umum untuk dapat melakukan perbuatan hukum
secara sah, seperti diatur pasal i 350 KUHPerdata, yaitu harus sudah dewasa, schat
pikiran dan tidak dilarang oleh suatu perbuatan tertentu. Maksud dewasa adalah
mereka yang sudah berumur 21 tahun atau belum berumur 21 tahun tetapi telzh
pernah kawin . Tidak termasuk orang-orang sakit mgatan yang oleh karena
Pengadilan dinutuskan berada dibawah pengampuan .

Suatu hal tertentu dalam pes;anjian adalah prestasi daripada persetujuan
harus tetentu atau dapat ditentukan . Paling tidak harus ditentukan jenisnya dan
jumlahnva dapat pula juga ditentukan .

Suatu sebab yang halal yaitu adanya motif sebagai alasan yang mendorong
batin seseorang untuk melakukan semua hal | Sebab adalah tujuan danpada
persetujuan. Sebab dalam transaksi teraupetik adalab apabila pihak yang satu ingin
mendapatkan pelayanan yang memuaskan sedangkan pihak vang lain menerima
uang . Sahnya causa dan suatu persctujuan ditentukan pada saat persefujuan
dibuat atau s1 perjanjian itu sendin .

Persvaratan pertama dan kedua merupakan syarat subvekuf yang
menyangkut tentang orang sebagai subyek penjanjian. Apabia syarat im adak
dipenuhi dalam suatu perjanjian maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Hal im
mengandung arti bahwa untuk batalnya perjanjian harus dimintakan pembatalan
pada Pengadilan Negen vang berwenang.

Persvaratan ketiga dan keempat merupakan syzrat objektif karena
menyangkut obyek dalam perjaniian, maka perjanjian terseuvut batal demi hukum,
dengan maksud perjanjian tersebut dapat batal dengan sendinnya .

2.1.2 Penge~tian Informed Consent dalam Kontrak Terzupetika

[Didaiam perkembangannya, praktek perjanjian dilaksanakan dalam bentuk
perjaniian baku (standard contract )atau perjaniian adhesi . Maksudnya,
perjanjian yang terjadi dengan cara pihak yaag satc telan menyiapkan syarat-
syarat baku pada formulir nerjanjian yang sudah dicetak dan kemudian a:sodorkan
pada pihak ainnya untuk disetujin dengan hampir tidak memberi kebebzsan sama

sekali salah satu pibsk untuk negoisasi atau tawar menawar |
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Keberadaan perjanjian menimbulkan polemik dengan keberadaannya,
utamanya dengan keseimbangan para pihak Setiap bentuk standard contract atau
perjanjian baku vang bersifat adhest ( adhesi contract) hampir selalu dicantumkan
klausula exonoratie’exemtie yang dibuat oleh salah satu pihaksehingga dalam
standard contract atau perjan)ian baku hanya ada dua pilihan take it or leave it.
Transaksi teraupetik adalah persetujuan antara dokter dengan pasien mencakup
bidang diagnostik, preventif, kuratif dan rehabilitatif (Hanafiah, 1999:39)

Ciri-ciri perjanjian baku yang meniadakan dan membatasi kewajiban salah
satu pihak untuk membayar ganti kerugian adalah sebagai berikut :

1. 1st perjanjian ditetapkan secara sepihak dalam hal ini adalah pihak

yang mempunyai pengetahuan dan pengalaman lebih baik, yvaitu IDI:

3

pasien tidak mempunyai hak untuk menentukan isi dari perjanjian
tersebut;
3. posisi dan pemahaman yang mimimal dan pasien vang terdesak
membuatnya menyetujui isi perjanjian begitu saja ;
4. perjanjian dalam bentuk tertulis;
5. perjanjian telah dipersiapkan terlebih dahulu secara massal atau
individual{Marthalena Pohan, 1985:89)
Pasal-pasal KUH Perdata memiliki pembedaan antara ketiga pihak yaitu antara
Dokter , Pasien, Rumah Sakit .
Pasal 1320 ayat (1) KUIHPerdata, mengandung pengertian kebebasan suatu pihak
utuk menentukan isi perjanjian dibatasi oleh kata sepakat pihak lainnya . Dengan
kata lain bahwa asas kebebasan berkontrak dibatasi oleh asas konsensualisme ;
Pasal 1320 ayat (2)KUHPerdata, mengandung pengertian bagi seseorang vang
tidak cakap untuk membuat perjanjian sama sckali tidak mempunyai kebebasan
untuk membuat perjanjian ;
Pasal 1320 ayat (4) KUH Perdata, mengandung pengertian perjanjian yang
menyangkul causa vang dilarang undang-undang atau bertentangan dengan
kesusilaan atau ketertiban umum adalah tidak sah -


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

Pasal 1329KUH Perdata, mengandung pengertuian setiap orang cakap memebuat
perikatan — perikatan bila oleh undang-undang tidak dinytakan tidak cakap ;

Pasal 1330 ayat (1) KUHPerdata mengandung pengertian tidak cakap membuat
perjanjian bila orang vang belum dewasa dalam hal ini usia 21 thun atau belum
menikah

Pasal 1330 ayat (2) KUHPerdata mengandung pengertian mercka yang dibawah
pengampuan maka tanggungjawab diserahkan kepada pengampunya

Pasal 1338 KUHPerdata mengandung pengertian semua perjanjian yang dibuat
sah , berlaku sebagai undang - undang tidak dapat kembali selain dengan kata
sepakal kedua pihak dan penajian harus dilaksanakan dengan itikad baik ;

Pasal 1539 KUHPerdata ~mengandung pengertian perjanjian tidak hanya
mengangkatl untuk hal-hal vang tegas dinyatakan didalamnya tetapi juga untuk
segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan kepatutan, kebisaan atau
undang-undang .

Meskipun asas berkontrak banyak dibatasi oleh KUH Perdata tetapi daya
kerjanva masth longgar schingga menimbulkan ketimpangan - ketimpangan dan
ketidakadilan bila para pithak yang membuat peranjian tidak sama kuat
kedudukannya,baik kedudukan ekonomis maupun pengetahuan atau pengalaman

Dalam kaitannya dengan masalah medika informasi akan sangat berpuna
bagi pasien schubungan dengan pengambilan keputusan atas hidup dan
kesejahteraan pasien .Tidak cukup itu, berguna juga juga untuk mengajukan atau
mengunakan gugatan di pengadilan apabila terjadi ketidaksesuaian antara
informasi dan pelaksanaan pengobatan vang pada akhimya menimbulkan
kerugian bag pasien tersebut .

Berdasarkan relevansinya dengan pasien, informasi diatas yaitu :

a Apa vang perlu diketahui pasien secara medis;

b. apa yang baik dan segi medik mapun segi kemasyarakatan dan perlu
diketahwi pasien

Dengan pembatasan diatas, hak dasar pasien yaitu hak menentukan nasib sendiri

dan hak atas informasi medis .
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Menurut Permenkes Nomor 585/PER/Menkes/TX/1989 tentang Perluasan.
Tinduxar Medik (PERTINDIK) adalah persetujuan yaig dibcrkar pasien atau
keluarganya atas dasar penjeclasan mengenai tindakan medik yang akan dilakukan
terhadap pasien tersebut . -

Adapun bentuk dan Persetujuan Tindakan Medik yaitu :

1. implied consent (dianggag dibenkan).

2. express consenf (dinyatakan).

Implied Consend atau umumnya dibenkan dalam keadaan normal, arlinya
dokter dapat “menangkap” persetujuan tindakan medis tersebut dari isyarat vang
dilakukan atau diberkan pasien Misalnva jika dokter mengatakan akan
menginjeksi, pasien sepera menyingsingkan lengan baju atau menurunkan
celananya

Fxpress Consent dapat dinvatakan secara lisan dan dapat pula dinyatakan
secara tertulis. Dalam tindakan medis invasif dan menpandung risiko, dokter
schaiknva mendapatkan Persetujuan Tindakan Medik secara tertulis,

Sedangkan hal-hal yang sening memcriukan Persetuyjuan Tindakan
Medik,vaitu persetujuan untuk opeiasi dan pembivsan, persetujuan tndakan
pengobatan khusus, dan persetujuan tindakan diagnostik .

2.2 Akibat Hukum Perjanjian Informed Consent
2.2.1 Bagi Dokter

Pada dasanya akibat hukuii: peranjian bagi seorang dokter tidak jauh
berbeda dengan orang awam pada umumnya. Perbedaanya, debter terikat dengan
profesinya (verantinwandrlijkheid/responsibility) dan  statusnva juga sebagai
subjek hukum  (aansprakefijkieid Laoitiy ) . Dokter dituntut wotuk memberikan
prestasi sesual kekampuaa raig-ratanya (average rate). Prestas: , menurut pasal
1313 KilHPerdata terdiri dari :
1 menyerahkan sc.uatu becang,
2. melaksanakan suate perbuatan,

3. tidak melakukan suatu perbuatarn.
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Prestasi yang utama yaitu melaksanakan suatu perbuatan baik secara preventif,
kuratif, rehabilitatif atau promotif, namun hal tertentu prestasi dapat juga berarti
“tidak melakukan swatu perbuatan”. Maksudnya, bila terdapat kasus dokter
menghadapi pasien dengan apendisitis stadium abses, maka sikap dokter tidak
melakukan pembedahan apendoktonn pada stadium ini adalah suatu prestasi juga
{Hanafiah,1999:735)

Perjanjian secara tertulis disebut juga perjanjian kontrak. Bila terjadi suatu
wanpestasi maka dapat dikenakan unsur hukum perdata , hukum pidana dan
hukum administranf. Selain itu secara profestionalisme, Majelis Kode Etik
Kedokteran Indonesia (MKEK) akan melakukan tindakan berdasarkan etika
profesinya vaitu penerapan interdisipliner .(Soerjono Soekanto, 1990:4)

2.2.2 Bagpi Pasien

Sesuai dengan kesepakatan keduabelah pihak baik secara implied maupun
secara express, pasicn dinggap lelah mampu berlanggungiawab atas dinnya
sendiri . Jika pasien bersikap dan bertindak cooperate dengan dokter maka
tidaklah akan ditemukan kesulitan dalam pencapaian kesembuhan Kepercayaan
terhadap dokter adalah hal mutlak dan mendasar yang harus dimiliki seorang
pasien . Kejujuran terhadap keluhan yang dirasakan termasuk pemahamannya atas
informasi vang tclah diterima dari dokter tentang sifat penvakit, altematif
pengobatan, risiko, dan komplikas: yang mungkin timbul merupakan hal-hal yang
membuktikan bahwa pasien bersikap cooperative.

Apabila dokter telah lancang melakukan tindakan tanpa izin diluar
kesepakatan yang telah diperjanjikan maka pasien berhak untuk melakukan
penuntutan ganti rugi kecuali dokter mempunyai pertimbangan-pertimbangan
khusus bagi dokter Sebagai contoh kasus Murray vs Mc Murchy W.W R.98
British Supreme Court,1949 tentang seorang ahli bedah vang melakukan operasi
caesar dan menemukan fibroid fumor pada dinding uterus. Menurut pertimbangan
dokter jika pasien hamil lagi ada kemungkinan akan menimbulkan tarmnbahan
bahaya, maka ia memutuskan untuk mengikat saja ruba falopian tersebut .

Menurut pengadilan apakah keadaan pada waktu itu termasuk gawat darurat
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karena tumor tidak berbahaya bagi jiwa pasien, namun hanya merupakan ancaman
bahaya jika hamil lagl, maka pasien mendapat ganti kerugian karenanya A
Dibawah mi bagan pasien sebagar model individu yang otonom scbagai
berikut
Freadom of will Right to privacy

. v

Endowed with human dignity seeking the best
for him self

Freedom of choice Decision of making

Menurut Imanuel Kant dalam bukunya (Hermien HediatiK, 1999:74)
bahwa manusia dalam kemanusiaannya mengandung nilai suatu tujuan untuk
berbuat sedemikian rupa yang diwujudkan tindakan,bukan hanya untuk kepuasan
individu .Manusia sebagai mahkluk bebas membutuhkan Informed Consent
terutama hila tindakan dilakukannya percobaan obat, maka pasti seorang individu
membutuhkan pertimbangan vang serius .

Dalam hubungannnva dengan Undang — undang nomor 8 tahun 1999
tentang Perlindungan Kosumen, pasien dianggap sama dengan konsumen Pasal |
ayat 2, konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan /atau jasa yang lersedia
dalam masyarakat , baik bagi kepentingan diri sendin, keluarga, orang lain,
maupun mahkluk lain dan tidak untak diperdagangkan . Sehingga relevansinya
scbagai pasien dan juga sebagai konsumen sebagal benkut
Pasal 4, hak konsumen adalah :

a.  hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi
barang dan/atau jasa,

b.  hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan
fatau jasa tersebut scsuai dengan nilai tukar dan kondisi seria jaminan yang
dijanjikan;

¢.  hak atas informasi yang benar , jelas dan jujur mengenai kondisi dan

jaminan barang dan/atau sa;

! Grnwanedi J. 1 Malpraktek Medik. Balai Penerbit-Ul Jakarta. 1993
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d.  hak untuk didenghr pendapat dan keluhannya atas barang dan/ atau jasa
vang digunakan, =

e.  hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upava penyelesaian
sengketa perlindungan konsumen secara patut,

f  hak untuk diperlakukan dan dilayani secara benar dan jujur serta tidak

L T e
Sriniiniing

hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian,

s

apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian
atau tidak sebagaimana mestinva;

Pasal 5, kewajiban konsumen adalah |
a membacy atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau

pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan kesclamatan;

heritikad batk dalam melakukan transaks: pembelian barang dan/atau jasa:
b. membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati .
2.3 Hubungas Hukoum Para Pihak
2.3. Hubungan Hukum antara Dokter dengan Pasicn

Pada awalnya hubungan antara dokter dengan pasien yaitu terkesan
hubungan antara seorang penjual denpan pembeli, dimana penjual schagai dokter
memberikan pelayanan kesehatan, sedangkan pasicn sebagat pembeli . Dan bila
pelavanan memuaskan | pasien membayar jasa atas usaha darn dokter tersebut,
Dari pola hubungan ini_ terdapat subjek dengan objek. Namun setelah adanya
=erjanjian, kepercayaan pasien untuk berbuat secara medik maka secara sosiologi
kultural kedudukan mereka sebagai rekan kerja eiau  parfrership univk
menuntaskan penyakit vang diderita pasien, schingga ada hubungan antara subjek
dengan subiek (Marthalena Pohan, 1985 1

Buku 111 KUMPerdata Bab ke WII A tentang perjanjian melakukan
pekerjaan, pasal 160] disebutkan sebaga benkut :

Selain perjanjian - perjanjian untuk melakukan sementara jasa-jasa yvang
diatur oleh ketentuan yang khusus untuk itu dan oleh syarat-syarat vang

diperjanjikan dan jika tidak ada, oleh kebiasaan maka, menurut Imam Soepomo
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dalam bukunya (Soerjono Sockanto,1990:28) terdapat 2(dua) macam perjanjian
dengan mana pthak vang satu mengikatkan dinnya oleh melakukan pekerjaan
bag pihak yang lainnya dengan menernima upah.

Bahwa telah disebutkan adanva itikad baik dalam pasal 1338 KUHPerdata

perlunya pemahaman hak dan kewajiban pasien, maka sebagai penghargaan
penulis kepada pasien akan diurar terlebih dahulu,
Pasien adalah orang yang sedang mendenta penyakit atau gangeuan badaniah atau
rohaniah vang perlu ditolong agar lekas sembuth dan berfungs: kembali melakukan
kegiatannya sebagai salah satu anggota masyarakat Adapun hak-hak vang
dimiliki pasien :

.  hak memilih dokter ;

2. hak memperoleh informast medis dan persetujuan;

3. hak menolak pengobatan;

4. hak atas rahasia dirinya;

5. hak untuk memutuskan hubungan antara dokter dengan pasien ;

6. hak menerima ganti rugi ;

7. hak atas bantuan yuridis. (Amri Amir,1997:17).

Hak memilih dokter , merupakan hal yang tidak bersifat mutlak karena ada
batas-batasnya .1 Rumah Sakit telah ada jadwal dan pembagian tugas dokter
jaga, pasien harus mentaati tata kerja di rumah sakit terscbhut . Bila di rumah sakit
swasta , pasien dapat memilih dokter yang dikchendakinya, Pemilihan ini
mengandung konsekuensi kepada pasien atan pihak keluarganya, termasuk
konsekuensi di bidang financial .

Hak memperoleh informasi medis dan persetujuan, merupakan hal yang
sering diabaikan . Banyak kalangan kesehatan yang masih terikat dengan
hubungan paternalistik yang sudah terbiasa dilaksanakan selama ini,pasien harus
menerima apa adanya saja dar dokter tanpa dapat menanyakan lebih dalam
tentang penyakitnya, obat-obatan yang diterimanya, tindakan medik yang harus
dilaluinya . Sering dokterpun enggan melayami pertanyaan yang banyak dan
pasicn, padahal dalam hubungan transaksi teraupetik dokter dengan pasien,

masing-masing pihak punya hak dan kewajiban yang sama secara hukum .
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d.

Menurut Prof. 11.1.J Leenen dalam bukunya (Amri Amir ,1997:29)

. tahapan informasi vang diberikan sebaiknya disampaikan kepada pasien diminta

atau tidak diminta . Artinya memang harus disampaikan Informasi itu meliputi ;

b,

diagnosa;

terapi dan kemungkinan alternatil terapi lain;

cara kerja pengalaman dokter vang melakukannya;

kemungkinan perasaan sakit atau perasaan lain (misalnya gatal-
gatal):

risiko;

keuntungan terapi;

prognosa tentang kondisi medis bila menolak tindakan medisHak
menolak pengobatan, berhubungan dengan hak seseorang untuk
menentukan nasibnya sendin. Oleh karenanya, perlu izin dari
pasien maupun Kkelurganya sebelum  tindakan medik harus
dilakukan. Dokier tidak dapat melakukan tindakan medik yang
bertentangan dengan kemauan pasien atau keluarga. Dalam
keadaan demikian dokter harus memilih alternatif lain dari
tindakan yang harus ditempuhnya .

Hak atas rahasia dirinya telah diketahui semua dokter dam telah

dilaksanakan selama ini , karena berhubungan dengan :

a.

Lafal sumpah dokter yang diucapkan waktu seseorang dilakntik menjadi
dokter.

Kode Etik Kedokteran Indonesia.

Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1966 atau Lembaran Negara
Nomor 21 tahun 1966, tentang Wajib Simpan Rahasia Kedokteran.
Ancaman hukum pidana sesuai pasal 322 KUHPidana

Hak untuk memutuskan hubungan antara dokter dengan pasien . bila i

terjadi, maka pasien diminta untuk menandatangani pernyataan bahwa ia pulang

atas permintaan sendiri dengan menanggung segala resiko kesehatan akibat

langkah

yang diambilnya atau disebut juga paps (perkataan pulang atas

permintaan sendiri ) dan hanya ditulis diatas status pasien . Dan dokter harus
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meminta pasien atau keluarga menandatangam formulir is1an vang khusus, sama
pelayanannyva dengan surat persetujuan tindakan medik

Hak untuk menertma ganti rugi akibat pelavanan kesehatan atau perawatan
vang tidak memenuhi standard, diusahakan melalui pengadilan perdata . Hal ni
sangat ditakuti dokter terutama di negara-negara maju sehingga dokterpun tidak
mau berpraktik mengingat resiko ganti rugi yang tinggi.

Hak atas bantuan vuridis berlaku umum dan dimiliki setiap warga nepara
Hak ini  berlaku tidak saja untuk pasien tetapi juga untuk semua pihak yang
berperkara .

Setelah mengurai hak-hak pasien maka patutlah diketahui kewajiban
pasien,diantaranya :
) Kewajiban memberi informasi yang sebenarnnya kepada dokter;
kewajiban mematuhi nasihat dokter vang mengobatinya;
kewajiban menyimpan rahasia pribadi dokter vang mengobatinya;

kewajiban untuk memberikan imbalan atau honorarium yang pantas;

A

kewajiban pasien untuk mentaati peraturan rumah sakit dan melunasi biaya
rumah sakit

Kewapiban memben informasi vang sebenarmnva kepada dokter berarti
pasien wajib memberikan keterangan, penjelasan sebanyak mungkin tentang
penyakitnya agar dokter dapat menentukan dignosa penyaktinya lebih tepat .
Kewajiban pasien ini adalah vise versa dan hak dokter atas itikad baik pasien .

Kewajiban mematuhi nasihat doketr yang mengobatinya, sehubungan
dengan hak dokter untuk mengakhiri hubungan dengan pasien jika ia memlai
bahwa kerjasama dengan pasien untuk kesembuhan pasien tidak ada gunanya
untuk diteruskan .

Kewajiban menyimpan rahasia pribadi dokter yang mengobatinya
schingga terdapat hubungan timbal — balik yang mungkin rahasia dokter im
diketahui tidak sengaja atau pernah mengalaminya kejadian yang uidak enak dari
dokter yang mengobatinya |
Kewajiban untuk membernkan imbalan atau honorarium vang pantas sesuai

dengan kualitas pelayanan kesehatan yang diterimanya
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Kewajiban pasien untuk mentaati peraturan rumah sakit  dan melunasi
biaya rumah sakit , dengan adanya pemilihan rumah sakit maka konsekuensinya
melunasi semua biaya yang dibebankan pihak rumah sakit atas perawatan yang
telah diterima pasien

Hak —hak dokter dapat diurai sebagai berikut
1. Melakukan praktek dokter setelah memperoieh Surat [zin dokter { SID) dan

Surat lzin Praktek (SIP),

hak untuk bekerja menurut standard profesi medis.

ol

3 hak untuk menolak melaksanakan tindakan medis yang udak dapat
dipertanggungjawabkan secara profesional;

. hak untuk menolak suatu tindakan medis yang menurut suara hatinya tidak
baik;

5. hak mengakhin hubungan dengan pasien, kecuali dalam keadaan gawat
darurat;

6 hak atas * privacy” dokter,

7 hak atas jasa atau honorarium:

8. hak atas itikad baik dari pasien;

9 ketentraman bekerja;

10, mengeluarkan surat-surat dokter;

1. menjadi anggota perhimpunan profesi:
12. hak membela diri .(Hanafiah,1999:52)

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 1958 telah ditetapkan
tentang wajib dafiar izin dokter dan dokter gigi baru, yang kemudian Peraturan
Menteri Keschatan RT Nomor 56(0/Menkes/per/X/181 tentang pembenian 1zin
menjalankan pekerjaan dan izin praktik bagi dokter umum dan Nomor
561/Menkes Per/X/181 tenatang pemberian 1zin menjalankan pekerjaan dan 1zin
praktck bag: dokter spesialis.

Hak untuk bekepa menurut standard profesi medik merupakan suatu
tindakan medik vang dilakukan secara teliti sesuai dengan standard medik sebagai
seorang dokter yang memiliki kemampuan rata-rata (average) dibanding dengan
dokter-dokter dari kategon keahlian medik yang sama_ dalam situasi dan kondisi
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yang sama dangan peralatan dan obat-obatan untuk memenuhi suatu tujuan
konkrit medik tertentu. . Adanya lapisan profesi dokter yaitu dokter umum sampai
spesialis dan berbagai bidang, Sebagai dokter umum jelas tidak akan melakukan
tindakan bedah yang tidak dapat dipertanggungiawabkannya. Bila terpaksa harus
dilakukan | hasilnya tentu tidak sebaik hasi} standard profesi yang lebih tinggi .
Karena bekenja tidak sesuai dengan standar profesi akan menyebabkan tingkaian
malprakiek, maixa dokter dapat saja menolak suatu tindakan medik tertentu
walaupun pasien mendesaknya .

Hak untuk menolak melaksanakan tindakan medis yang tidak dapat
dipertanggungjawabkannya secara profesional sebagai contoh konkritnya Gokter
menolak perminataan aborsi yang diminta keluarga maupun pasien vang tidak
dapat dipertanggungjawabkan atau melakukan tindakan euthanasia Hal ing
berkaitan dengan usaha dokier menjaga martabat profesinya

Hak menolak suatu tindakan medis vang menurut suara hatinya tidak baik
Aidak menutup kemungkinan dalam menjalankan profesinya dokter merasa tidak
dapat melakukan tindakan medik yang sesungguhnya tidak dilarang namun tidak
sesua: dengan suara hatinya. Dalam kondisi demikian dia mempunyai hak untuk
menolaknya dan mengajukan berobat ke dokter yang lain. Sebagai contoh .
seorang dokter yang beragama Katolik merasa keberatan untuk memasang alat
kontrasepst spiral, karena bertentangan dengan agamanya atau scorang dokter
bedah diminta untuk melakukan operasi rekonstruksi hymne vang robek akibat
persetubuhan di luar nikah . Walaupun tindakan operasi ni dapat dilakukannya,
munekin tidak akan dilakukannya karena tidak sesuai dengan suara hatinya dan
pertimbangan moralnya .” Sa science et sa conscience 7, va ilmu pengetahuan,
dan ya hati nurani |

Hak mengakhini hubungan dengan pasien, kecuali dalam keadaan gawai
darurat, apabila dokter sampai kepada kesimpulan tidak dapat lagi meneruskan
pengobatan  kepada pasien vyang tidak menunjukkan kerasama untuk
kesembuhannya , 1naka hubungan demikian dapat diputus, kecuali pasien dalam
keadaan gawat darurat. Pasien dipersilahkan untuk mencari dokter lain tanpa

ancaman keselamatannya. Scbaiknva dokter masih nielampivkan surat kepada
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dokter lain tentang keadaan penyakit pasien serta tentang pengobatan yang telah
dibenkan.

Hak atas  privacy dokter ”, adanva hubungan timbal baik bila dokter
mempunyai kewajiban utuk menyimpan rahasia pasien, maka pasicnpun wajib
menyimpan rahasia dokter yang mungkin diketahuinya.

Hak atas jasa atau honorarium, dengan makna luas, bahwa setiap jasa pasti
ada honornya namun ada masanya dokter tidak mungkin mengambil honor dari
pasiennya.. Besar honorpun tidak bisa ditetapkan dengan pasti. Tatapi besar honor
tidak boleh mempengaruhi mutu pelayanan,

Hak atas itikad baik dari pasien , merupakan usaha untuk mencapai hasil yang
baik dalam pengobatan, hubungan dokter dengan pasien harus terjalin dengan baik

Peran itikad batk pasien mempunyai pengaruh dalam usaha mencapai
kesembuhan dan kesehatannya, termasuk informasi yang luas dari pasien maupun
mengikuti petujuk dan saran yang disampaikan dokter dan perawat

Seorang dokter memerlukan suasana tenteram agar dapat bekerja dengan
baik. Permintaan yang tidak wajar sering diajukan oleh pasien atau keluarganya,
bahkan disertai tekanan fisik atau psikis, tidak akan membantu dokter dalam
memelihara keluhuran profesinya. Sebaliknya dokterpun hatrus memegang teguh
prinisip-prisnisp etika profesi .

Dokter sering mengeluarkan surat keterangan tentang kelahiran |, kematian,
kesehatan, sakit dan sebagainya, diterbitkannya surat — surat tersebut harus
berlandaskan kebenaran

Dokter vang melakukan profesi perlu untuk menggabungkan dirinya
dalam perkumpulan profesi atau perhimpunan seminar, dengan tujuan untuk
meningkatkan ilmu pengetahuan dan karya dalam bidang yang ditekuninva serta
menjalin keakraban dengan sesama anggota .

Hak membela diri, dalm menghadapai keluhan pasien yang merasa tidak
puas terhadapnya atau dokter bermasalah, maka ia berhak membela diri di dalam

lembaga yang menjadi tempat bekerjanya (rumah sakit), dan dalam perkumpulan
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vang dokfer tersebut 'menjadi anggotanya (IDI), atau di peéngadilan jika telah
diajukan gugatan terhadapnya .

Seperti telah diurai tentang hak-hak dokter, maka akan diurai adanya

kewajiban-kewajiban dokter vaitu :

L.

Kewajiban yang berhubungan dengan standard profesi medis, maksudnya
gokier harus semantiasa bertindak teliti, scksama, scsumi dengan
kemampuan standar rata-rata (average), serasi, dan wajar “ due care for
patient at every poin . Perlu diperhatikannya pula faktor—faktor vang
mempengaruhi masyvarakat yaitu adanva saran keseahia vaitu peilunva
kehati-hatian  distribusi-  obat-obatan, perfunva opname atau  tdak
disesuaitkan kondisi pasien dan perlunya diperimbangkan untuk menulis
resep.

Kewzjiban yane berhubungan dengan hak-hak pasien, diamtaranya:

a  Hak atas informasi, dokter berkewajiban menjelaskan kepada pasien
atau keluaiga pasin, batk diminta atau tidak. pengobatan atau
tindakan medis vanag akan dilkuakn, risiko dan efek samping vang
mungkin terjadi scrta keuntungan maupun prognosa dari tindakan
medis vang dilkukan tersebut

b, Hak memberikan persetujuan tindakan medis, berarti pasien telah
bersedia mengikuti pengobatan atau tindakan medis yang akan
dilakukan padanya . Persetujuan dinyatakan secara langsung sebagai
expreess consent atau informed consent dan seacara tidak langsung
sepertt mengikut petunjuk dan perinath dokter atau implied consent.
Jadi. scorang dokter tidak dapat memberikan pengobatan, bila ia
tidak mundepat persetujuan dari pasien atau kcluarganya kecuali
pasien vang tidak sadar atau udak diadampingr keluareanya maka
diputuskan berdasarkan pedoman norma vyang sekiranya akan
diputuskan oieh pasien yang sadar daiam kasus yang sama .

¢ Hak atas rahasia kedokteran , dokter wajib merahasiakan sepala hal

vang disampaikan oleh pasien secara sadar maupun tidak sadar
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kepada dokternya dan sepala sesuatu vang oleh dokter telah
diketahu sewaktu mengobati dan merawat pasien,

3. Kewajiban yang berhubungan dengan fungsi sosial dari pemeliharaan
kesehatan, seperti mempertimbangkan untuk tidak menulis obat-obatan
yang tidak perlu atau menulis resep yang sesuai dengan kesanggupan
pasien (Amn Amir,1997:28)

2.3.2 Hubungan Hukum antara Dokter dengan Pihak Rumah Sakit

Dokter sebagai tenapa kesehatan yang profesional setelah menjalani masa

pendidikannya pasti akan bekerja di salah satu Rumah Sakit. Bekerja atau
memberikan pelayanan keschatan pasti pula terikat perjanjian atau perikatan
berupa surat kontrak yang menyebutkan adanya pembavaran upah atas hasil
jasanya.
Menurut pasal 1601 a KUHPerdata dinyatakan bahwa perjanjian buruh adalah
perjanjian dengan mana pihak yang satu, si buruh, mengikatkan dirinya untuk
dibawah perintah pihak yang lain si majikan, untuk sesuatu waktu tertentu,
melakukan pekerjaan dengan menerima upah *

Penulis menyiratkan dan uraian pasal diatas kata “majikan” sebagai
Direktur Rumah Sakit dan “ buruh “ sebagai dokter yang diperkerjakan oleh
Rumah Sakit Bila diartikan hubungan kerja ini ada orang yang berkuasa dan
orang yang dikuasai, dibawah pengendalian dan pengawasan dari orang yang
membayamya. * bawahan ™ menurut keputusan Hogeraad Belanda tanggal 28
Desember 1899 adalah pihak — pihak vang tidak dapat secara mandiri dalam
hubungan dengan atasannya, karena perlu pengawasan atau petunjuk tertentu.
Padahal dokter sudah mempunyai keahlian tetentu, sehingga hubungan majikan
dan buruh . Pengawasan yang dilakukan oleh majikan terhadap buruh tergantung
sifat masing-masing perjanjian perburuhan .

Secara umum yang terdapat di Rumah Sakit Umum atau Rumah Sakit Swasta
adanya aturan sebagai berikut :

a.  harus tunduk pada peraturan Rumah Sakit;

b. kemandirian seacara profesional tetap dijunjung tinggi;
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c. adanya sisitim pengawasan térhadap segala tindakannya dalam

memberikan pelayanan medis |

2.3.3 Hubungan Hukum antara Pihak Rumah Sakit dengan Pasien

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Rl Nomor
1595/Mn Kes. Per/Tl/1988 Rumah Sakit adalah sarana upava kesehatan vang
menvelenggarakan kegiatan pelayanan kesehatan serta dapat dimanfaatkan antuk
pendidikan (enaga kesehatan dan penelitian

Menurut WHO (Warld Health Oreanization), ramah sakit berarti suatu
badan usaha yang menyediakan pemondokan yang memberikan jasa peclavanan
medik jangka pendek dan jangka panjang yang terdinl dari tundakan ohservasi,
diagnostik, teraupetik dan rehabilitanf untuk orang — orang yang menderita sakit |
t=rluka. dan untuk mereka yang hendak melahirkan

Rumah sakit merupakan merupakan suatu lembaga vang terlindung oleh

T3

doktmin “charitubl: community ” Teori-teorinya antara {ain:

a Teoni kepercayaan, rrusty theory menyatakan bahwa dana-dana yang
dikelola sualu lemibaga derma hanva bertujuan untuk membantu
pasien atau penderita. Bila dana tersebut dipergpunakan untuk

moembayar ganti rugi, maka tujuannya adalah disalahgunakan .

0. Teori 1mpleed waiver, yaitu bahwa pasien rumah sakit ditangeung
rueh dana yang berasal dari derma, sehingga pasien dianggap dengan
sendirinya menanggalkan haknya untuk menuntut ganti rugi apabila
terjadi cic 2ra atau kecelakean .

c Teer  respondent  supsrior  vattu  atasan  atau  majikan
hertanesungjawab atas hast pekrjaan bawahan atau pekerja, apbila
pekerjaan tersebut dilakukan untuk memenuki kepentinean atasan
atau mai'an, Karena bukan bertujuan umuk mencari keuntungan
maka rumah sakit tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan
bawahanya, sehingga tangpungjawab hukum rumah  sakit
dilandaskan pada kepentingan umum .Dan tujuan pokoknva vaitu

adanva jaminan ganti mgl dibayarkan kepada pasicn atas
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L]

penderita  serta mengingatkan ;bahwa hukum dan keadilan
menghendaki sikap tindakan hati-hati atau tidak cerovol: Soerjono
Soekanto,1990:62)

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor

159b/MENKES/PER/11/1988, bentuk Pelayanan Kesehatan yang

Rumah Sakit Khusus. Rumah Sakit Umum merupakan lembaga yang
memberikan Pelavanan Kesehatan semua jenis penvakit dari yang bersifat dasar
sampai dengan sub-spesialistis, sedangkan Rumah Sakit Khusus hanva
menyelenggrakan peiayvanan kesehatan berdasarkan jenis penvakit tertentu |

Secara umum pasal 1601 KUHPerdata menjadi landasan, vaitu pasien
membayar segala fasilitas pelavanan kesehatan yang terdini darni penginapan jika
rawat inap, makanan, peralatan bedah, labu dan jarum infus, tabung oksigen vana
membantu atay mendukung kesembuhan .

Secara khusus, Rumah Sakit ndak menjamin  kesembuban, hanya
menyediakan fasilitas vang maksimal menurut tingkzatan atau kelasnya pada saat
dilakukan perluasan tindakan medik atau pembedahan termasuk penyediaan
dokter - dokter spesialis.

Perjanjian Rumah Sakit dan pasien terbagi dalam 2 golongan yaitu -

‘o, el in conrract;
b Arts anl Comract

All in contraer merupan perjanjian kontrak vang memuat perawatai,
pemondokan, fasilitas lain serta penyediaan dokter yang menjadi staf medik
Ruah Sakit | Persetujuan dalam perjanjian menunjukkan bahwa pasien
mempercayakan tubuhnya, penvakitnya untuk dirawst oleh tenaga medik denean
dokter spesialis vany telah disediakan.

Arts out contract merupakan dokter varz bukan stal’ medik Rumah Sakit
atau hanya sebagai dokter tamu. Perjanjian ini mengenai pelavanan medik |
(Marthalena Pohan, 1985:97)

Fungsi Rumah Sakit adalah menyedizlan dan menyelengparakan

pelayanan medis serta penunjang medis. Tugas Rumazh Sakit adalah -
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melaksanakan pelayanan keschatan dengan mengutamakan kegiatan
penyembuhan pasien;

pemulihan keadaan cacat badan dan jiwa vang dilaksanakan secara
lerpadu  dengan upaya peningkatan dan pencegahan sera

melaksanakan upaya rujukan .

Kategori tenaga keschatan adalah tenaga medis, paramedis, perawatan, paramedis

non-perawatan dan tenaga non-medis. Klasifikasai Rumah Sakit Umum, terdiri

atas

1_

kelas A mempunyai faslitas dan kemampuan pelayanan medis
spesialistis luas,sub-spesialistis terbatas dan dapat berfungsi sebagai
rumah sakit pendidikan atau akademis:

kelas B Il mempunyai fasilitas dan kemampuan pelayanan medis
spesialistis luas, sub-spesialistis terbatas dapat berfungsi sebagai
rumah sakil pendidikan atau akademis;

kelas B I mempunyai fasilitas dan kemampuan pelayanan medis
speisialistis sekurang-kurangnya 11 (sebelas) jenis spesialistis;

kelas C mempunyai fasilitas dan kemampuan pelayanan medis
spesialistis sekurang-kurangnya spesialistis 4(empat) dasar lengkap
kelas D mempunyai fasilitas dan kemampuan sekurang-kurangnya
pelayanan medis dasar .(Soerjono Soekanto,1990:65)

Berdasarkan tanggungjawab hukumnya, Rumah Sakit dibedakan yaitu :

a. Rumah sakit tertutup merupakan rumah sakit yang tenapga kesehatan telah
dunzinkan oleh rumah sakit dalam suatu kontrak sehingga mungkin terjadi

hubungan finansial dengan pasien untuk akomodasi dan untuk pengobatan
dan perawalan,

b. rumah sakit tertutup mutlak merupakan rumah sakit yang hanva
memperkerjakan tenaga keschatan yang telah membuat kontrak kerja
dengan rumah sakit dan hubungan finansial mutlak terjadi . (Soerjono
Soekanto,1990:64)
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Adapun hak-hak rumah sakit yang hubungannya dengan pasien antara lain °

Lad

membuat peraturan-peraturan vang berlaku di rumah sakt (hospiral by
laws),

mensyaratkan bahwa pasien harus mentaati segula peraturan rumah sakit:
mensyaratkan bahwa pasien harus mentaati segala instruksi yang diberikan
dokter kepadanya; | -

memilih tenaga dokter vang akan bekerja di rumah sakit:

menuntut  pihak-pihak vang telah melakukan wanprestasi (termasuk

pasien, pthak ketipa dan lain-lain ). (Hanafiah,1999-161)

Sedangkan kewajiban dan pihak rumah sakit adalah

1.

4= led i

L

merawat pasien sebaik-baiknva,

menjaga mutu perawatan;

memberikan pertolongan pengobatan di ftensive Care (i (10177,
menyediakan sarana dan peralataan umum vang dibutuhkan:

menyvediakan sarana sarana dan peralatan medik vang dibutuhkan sesuar
dengan tingkat rumah sakit dan urgensinya,

menjaga agar semua sarana dan peralatan senantiasa dalam keadaan siap
pakai;

merujuk pasien kepada rumah sakit lain apabila idak mempunvai peralatan
medis khusus atau tenaga dokter khusus yang diperiukan:

menyediakan daya penangkai kecelakaan (alat pemadam apai, sarana dan
alat pertolongan penyelamatan pasien dalam keadaan gawat darurat)

{Hanafiah, 1999:163)

2.4  Kewenangan Dokter Terhadap Perluasan Tindakan Medik

2.4.1 Prosedur Pelayanan Keschatan

Salah satu twuan mu Kedokteran vaitu meringankan penderitaan dan

menghantar pasien untuk kesembuhan atau menghadapi  akhir hidup sehingga

keschatan bukan lagi keadaan tanpa penyakit. namun kesejahieraan fisik _ mental

dan sosial { Socrjono Soekanto, 1990:6)
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Prosedur pasca operasi dibutuhkan adanva catatan operasi vang singkat,
lengkap dan mudah dipahami terdin dan tanggal. jam, nama ahli bedah, asisten
dan perawat, rincian tindakan, anestesi, banyaknya darah yang hilang, lama
pemasangan turniket dan tercantumnya keterangan jenis operasi sisi dan daerah
yang dibedah, insisi, penemuan patologi secara makroskopis, tindakan penutupan
benang yang dipakai dan kekuatannya, jemis jahitan dan pembalutan
(Michael Saleh, 1991:6)

Unsur instruksi pasca pembedahan diantaranya vaitu pengawasan tanda-
tanda vital sesuai kebutuhan, terapi intravena, termasuk pembenan tranfusi darah,
analgesia, instruksi perawatan luka, pengangkatan drain dan jahitan, mobilisasi
dan jadwal pemeriksaan kembali .

Hari berikutnya setelah hari pembedahan disebut sebagai hari pertama Bila
pendenita pulang pada han yang sama, maka instrukst dilanjutkan pada penderita,
keluarga dan atau dokter keluarga .

Bahwa tahapan-tahapan dalam proses pelayanan medik berhubungan
dengan tolak ukur atau standard kesepakatan para pelaksana atau pengemban
profesi medik dengan sifat khusus untuk tiap kasus berdasarkan waktu, lokasi,
keadaan pasien dan dokter yang bersangkutan . Bagi profesi medik ini bersifat
universal dan harus dipatuhi berdasarkan moral dan etika . Tahapan-tahapan vang
harus dilakukan untuk kesembuhan pasien antara lain

l. eksploras:;

L

anamnesia,
pemeriksaan dan informasi hasilnya;

informasi kemungkinan terapi;

kesepakatan terapi. (Hermien Hadiati Koeswadji, 1998:145)
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BAB LI
PEMBAHASAN

3.1, Pelaksanaan Perjanjian Antara Dokter dan Pasien

Perjanjian antara dokter dan pasien pertama-tama sama halnya dengan
perjanjian antara penjual dan pembeli (subjekuf-objektf), objeknya-pun sama
vaitu jasa, dan untuk selanjutnya hubungan keduanya bersifat subjektif-subjekuf
sehingga terdapat kerjasama atau parthnership setelah disepakat bersama  untuk
penyembuhan . Sesuai pasal 1338 dan pasal 1267 KU Perdata, perjanjian antara
kedua pthak merupakan mspanmgverbuncesis yang didasarkan pada mikad baik
dan timbal balik dengan maksud masing-masing pithak mempunyat kewajiban |
Dalam perjanjian timbal balik apabila perjanjian dibatalkan maka kewapban dan
pihak vang menuntut pembatalan menjadi tidak dapat dituntut .

Dengan perjanjian tm calon pasien berarti telah menvediakan dirinya
sccara sadar  menandatangam surat persetujuan untuk dilakukannya  tindakan
medik terhadp penyakit vang didentanva Ungkapan tanda persetujuan dapat
diungkapkan secara langsung maupun tidak langsung Dan perlu dipahami tiada
tindakan yang udak terlepas dan resiko [nformed Consent merupakan salah satu
bentuk pernyataan kesepakatan tertulis dani sekian banyak bentuk perjanjian yang
disediakan untuk kelancaran hubungan antara dokter dan pasicn Bagi kasus
pengobatan yang bukan pawat darural, umumnya dilakukan sccara langsung,
pasien akan menyingsingkan lengan bajunya atau menurunkan schagian sisi
celananya untuk dunjeks: atau disuntik . Sedangkan untuk tindakan gawat darurat,
menyangkut nyawa secara langsung, korban kecelakan jalan raya, maka dokter
wajib menjalankan prosedur sccara admimstratif dan profesionalisme profesi .

Secara admimstratif adanya surat pernyataan persetujuan atau penolakan
tindakan medik, yang diketahui para saksi, pembayaran loket untuk pemeriksaan
lebih lanjut di rumah sakit pemenintah atau pendaftaran calon pasien di Ruang
Informasi untuk rumah sakit swasta , ditujukan bag pihak keluarga atau kcrabat
pasien yang bertanggungjawab atas kebutuhan pasien
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Karakterisuk perjanjian antara dokter dengan pasien terletak pada apa
yang disetujw, kapan persetujuan diberkan, bagaimana cara memberikan
persetujuan, siapa yang berhak memberikan persetujuan, fungsi dart persetujuan,
sehingea pada akhirnya pertanyaan-pertanyaan tersebut dapat meniadi tolak ukur
prestast dokter selanjutnya .

Maksud dan apa yang disetujui, merupakan objek dari yang diperjanjikan
mengenai penanganan atau perluasan tndakan medik atau pengobatan yang
hendak dilakukan dalam bentuk formulir pernyataan persetujuan atau penolakan
tertulis .

Kapan menunjukkan waktu tepatnya, saat perjanjian antara dokter dan
pasien terjadi yaitu ketika penderita datang, mengeluhkan penyakitnya atau
kondisi buruk vang dialaminya kepada dokter dan tepat , pada saat hendak akan
dilakukan tindakan medik. Penanganan pertolongan pertama inilah formulir
pernyataan perselujuan untuk rawat map disodorkan scbagai salah satu bentuk
upaya treatment.

Bagaimana cara memberikan persetujuan merupakan tindakan atau tahap
yang harus dilalu dokter dengan memberikan informasi secara jelas, tidak bertele-
tele, bahasa yang digunakan sederhana kepada penderita dan setelah menerima
informasi, pasien diharapkan memahami dengan pengetahuan dan penangkapan
informasi yang diperoleh kemudian pasienpun berhak menyetujui  atau
menolaknya dengan menandatangami formulir tersebut Siapa yang memberikan
persetujuan, merupakan subjek hukum yang harus bertanggung jawab atas diri
pasien yaitu pasien sendini, sedangkan untuk penderita yang dibawah umur maka
pihak orangtuanya yang berhak mengambil keputusan = Bagi tenaga medis vang
wajib menyampaikan adalah dokter yang pertamakali menerima kondisi pertama
calon pasien kemudian diteruskan kepada dokter operator apabila memang perlu
dilakukannya perluasan tindakan medik saat it juga .

Fungsi dari persetujuan, jelas ada “hitam diatas putth™ atas setiap tindakan
yang akan dilakukan dokter terhadap tubuh pasien . Maksudnya untuk
mengetahul, sudah sesuar atau belum dengan prosedur Pelayanan Kesehatan |

schingga bila suatu kerugian yang tidak wajar dapat dilakukan penuntutan untuk
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mendapatkan ganti kerugian  Ganti mug diajukan bila pasien merasa dokter
melakukan suatu tindakan diluar mformed yang akhirnya diperjanjikaan atau
disepakati dan pasien consent terhadap urmian tersebut hingga setelah sadar pasien
terkurangl gerak atau fungsi anggota tubuh yang lain (diluar area operasi), Oleh sebab
itu ada 1stilah take it or feave it karena pka pasien ragu akan keputusannya maka lebih
baik ditiadakan suatu perjanjian, karena sekecil apapun bakal mempengaruhi kondisi
fisik pasien sendiri.Menurut Asmuan SH, Law Consultant and Public Relation
RS.PTPN X Jember (berdasarkan wawancara tanggal 23 Oktober 2002)menyatakan,
bahwa segala usaha mengandung resiko namun bagaimanakah upaya masmg-masing
pithak untuk meminimalisic resiko tersebut  yang memang harus disharekan atau
dikonsultasikan bersama antara dokter dan pasien -

Untuk lebih jelasnya, penulis menguraikan satu contoh kasus Marshall vs.
Curry,266,1933 yaitu pada saat melakukan operasi hernia dokter bedah menemukan
tentikel kin pasien sudah infeksi parah. Karena pasien sedang dibius total, maka oleh
dokter tentikel kin tersebut diangkat tanpa minta persetujuan lag, karena berbahaya
bisa menimbulkan panggren dan menjadi septikimia hingga dapat mengancam jiwa
penderita. Pasien menuntut atas dasar perbuatan melanggar hukum, namun ditolak
hakim. Hakim merasa puas atas penjelasan dokter, karena jika tentikel kin tidak
hbuang , kesehatan dan jiwa pasein terancam.  Untuk sahnya suatu perjanjian antara
dokter dan pasien maka dapat dianahsa dengan ketentuan pasal 1320 KUHPerdata
sebagai landasan sahnya suatu perjanjian yaitu adanya kata sepakat, cakap melakukan
perbuatan bukum; adanya suatu bal tertentu dan adanya suatu sebab yang halal .

3.2 Cara Penerapan Standarisasi Informed Consent

Pasien yang dalam proses Pelayanan Medik dan kemudian diperlukan
tindakan perluasan medik atau oleh masyarakat awam disebut tindakan operasi past
akan disodon formulir persetujuan untuk bersedia menjalani tindakan perluasan
medik atan tidak . Bila pasien keberatan maka, disodorkan formulir penolakan
tindakan medik. Formulir persetyjuan atau penolakan Tindakan Medik nilah yang
disebut Formulir Standad /nformed Consent yang keduanya wajib ditandatangani
pasien dan para saksi yang terdin dan keluarganya atau kerabat dekat pasien
Sedangkan tndakan medik dapat berupa diagnostik atau terupetik
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Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Asmuari S.H., Law
Consultant dan Public Relation RSPTPN X Jember, sebelum dilaksanakan
operasi pasien oral atau lisan akan disampaikan informed sedetail mungkin tahap-
tahap yang harus dilalui pra-operasi . Mulai dan puasa 1x24 jam, pembersihan
daerah yang hendak dioperasi dengan detergent germusidal dan dicukur dengan
depilator, 1 jam sebelumnya wajib diisolasi terlebih dahulu untuk penyesuaian
suhu dan injeksi obat bius dengan penawaran bius lokal atau seluruhnya Dan
sebelum dilakukan pembiusan surat persetujuan perluasan tindakan medik atau
tindakan operasai dibacakan atau dibaca sendiri pasien dengan diketahui anggota
keluarganya kemudian disodorkan untuk ditandatangam . Setelah adanva
persetujuan, dokter anestesi mempersiapkan anamnese, kantong labu darah |
tabung oksigen, benang jahit dan keperluan — keperluan lainnya sehingga dokter
operator dapat segera bertindak sesuai prosedur Pelayanan Kesehatan

Secara umum formulir 1jin tersebut mempunyai ciri-ciri standard kontrak
selalu diterapkan secara scpihak oleh pihak yang lebih berpengetahuan dan
berpengalaman, maksudnya pihak Rumah Sakit Namun pasien dalam hal ini
berhak untuk menolaknya dan masyarakat sama sekali tidak ikut “campur tangan™
menentukan isi perjanpian karena pada hakekatnya mencerminkan rmilas
kepercayaan dan terdorong oleh sautu kebutuhan sehingga perjanjian itu
bentuknya  selalu  tertulis dan telah disiapkan terlebih  dahulu
(Marthalena Pohan,1985:49),

Sedangkan pencrapan formulir ijin yang berbentuk standard kontrak ini, menurut

Sri Soedewi Mashyun vaitu

a. Dengan cara ditandatangani sehingga peraturan yang dimaksudkan dalam
rumusan para pihak tenkat.

b. Dengan cara pemberitahuan, sehingga bukan hanva pasien saja yang
mengetahuinya namun Kkeluarga terdekat untuk diperjanjikan terlebih
dahulu setelah tahu 1sinva barulah ditandatangani.
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c. Dengan cama menunjukkan  adanya ketentuan untuk melaksanakan

perjanjian berdasarkan peraturan standard yang dikeluarkan dengan

format hampir sama untuk Rumah Sakit di seluruhi Indonesia .

Herdasarkan pengamatan yvang penulis lakukan di RS, PTPN X Jember,
selalu menerapkan standard perianjian dalam setiap tndakan medis vang hendak
dilakukan terhadap pasiennya Bahkan sebelum dinyatakan pasien-pun, calon
pasien wajib melakukan pendafiaran terlebih dahulu dengan kesanggupan rawat
inap. Dengan bermateratkan Rp. 6000 - dan diketahui para saksi dari pihak pasien
daa pthak Rumah Sakit merupakan langhan awal atau good signal atau itikad batk
dan prhak pembern jasa dan svarat untuk menjad pasien rawat map di RS PIPN
¥ Jember. Hal ini ditanaai dengan beberapa hal vang harus diisi oleh calon pasien
antara lain dentitas pribadi, alamat, pekerjaan, nama keluarga, dokier vang
pertama kali menenma calon pasien, kamar/kelas, dan pendidikan. Termasuk
dalam hal 11 pasien sebelum terdafiar apakah ada rujukan dan Rumah Sakit lam,
dukun atau berhubungan dengan kasus kepolisian .

33, Tanggung Gugat Dokter dalam Hubungannya dengsn Penerapan
Standarisasi Informed Consent
Penerapan Standansasi /aformed Consent yvang didasan Kep Menkes Rl
Nomor SBS/PER/Menkes/IX/1989  berkekuatan  hukum  normatf yang bisa
dilaksanakan oleh pengemban profesi medik justru tdak akan membuka
kesempatan bagi gugatan atau tuntutan atas kesalzhan atau kelalaian saat
melaksanakan tugas profosinya oleh pasien atau kuasa nukumnya. Namun yang
pasti gugatan perdata terjadi bila 151 perjanjian atau penkatan hdak dipenuhs
sebabnva vaitu
i Isi informasi tentang penyakit yvaig didenta pasien gan altenan’ terap vang
dipihih ndak disampatkan secara lengkap,,
b, Kapan informast 1itu disampaikan, apakah waktu sebelum terap yang berupa
tundakan medik tertentu itu dilaksanakaan, mformed harus dibenkon,
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diminta atau tidak oleh pasien sebelum terapi dilakukan. Apalagi bila
berhubungan dengan kemungkinan perluasan atau pengembangan terapi;

¢.  cara perjanpnan /nformed dengan lisan dan harus secara jujur, benar, kecuali
bila menurut penilaian dokter akan merugikan pasien |

d.  vang berhak atas informed adalah pasien yang bersangkutan atau keluarga
terdekat dengan persetujuan pasien (dalam hal informed akan merugikan
pasien ) atau keluarganya bila ada perluasan terapt yng ndak dapat diduga
sehelumnya vang harus dilakukan untuk menyelamatkan nyawa pasien

e.  yang berhak untuk memberikan informed 1alah dokter yang menangan: .

Apabila standard diatas tidak dipenuhi, dan karena tidak dipenuhinya itu
berakibat pasien menderita cacat atau sakit (atau bahkan mati) maka menurut
Undang — undang nomor 23 tahun 1992 tentang Kesehatan pasal 55 ayat | berhak
untuk mengajukan ganti rugi .

Penulis tegaskan bahwa menurut pasal 54 dan pasal 55 Undang-undang
nomor 23 tahun 1992 benkut penjelasannya, udak digunakannya isulah
‘malpraktik medik(medical malpractise) tetapi digunakan istilah kesalahan atau
kelalaian .

Upaya bantuan hukum sebagai hak pasien terdin dar ;

a  Gugatan atau tuntutan tehnik medik, tenaga kesehatan dan aspek-aspek
pelayanan perawatan, melalui Rumah  Sakit sebagai lembaga vang
memperkerjaan tenaga keschatan dan menyediakan fasilitas perawatan
kesehatan;

b,  Gugatan atau tuntutan mengenat aspek-aspek rasional perawatan seperti
halnya tehnik operasional, rasional atau tudak dan seperti i periu
dibuktikan melalui penjelasan, keterangan saksi ahli. Perlu dipahamai
kritera pertolongan mulai dan shock (pernafasan), perdarahan, patah tulang
dan kesakitan,

Gugatan atau tuntutan menangani aspek-aspek organisasi perawatan,
perlunya diketahwi alur penuntutan. Pasien yang dirugikan tidak dapat
langsung mengajukan gugatan kepada dokter st A atau B yang telah
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mengoperasinya, namun gugatan ditujukan pada Rumah Sakit scbagai

pihak yang memperkerjakan dokter tersebut baru kemudian si dokter yang

memang salah atau lalai dalm menjalankan profesinya .Baik dokter tamu
atau vang biasanya melakukan operasi dan dokter umum tenkat dengan
lafal sumpah dokter, etika kedokteran dan juga ikatan atau lembaga

profesionalismenya (1D1) .

Bentuk-bentuk ganti rugi dapat dijukan oleh pasien digolongkan dalam
general damages merupakan akibat langsung dan perilaku atau tindakan tenaga
keschatan seperti kesakitan dan penderitaan; special damges berhubungan dengan
hiaya perawatan, keckurangan penghasilan dan aspek mental, punitive atau
exemplary damages scabgai akibat perilaku yang disengaja oleh tenaga kesehatan.

Sebagai pengecualian, pasien mengalalm: kondisi pawat darurat yaitu
apabila keadaan pasien secara tiba-uba menghadapi ancaman bahaya maut
schingga pelunya tindakan penyelamatan jiwa dan bila dikaitkan dengan /nformed
Consent maka dalam keadaan pgawat darurat, kewajiban untuk membenkan
informedik dan kewajiban untuk meminta persetujuan dan pasien atau
keluarganya dinyatakan tidak berlaku . Hal i karena dokter dihadapkan tidak
adanya kesempatan lagi, ndak ada waktu untuk menunda-nunda, tindakan vang
harus segera diambil dan kesclamatann jiwa dan pasien (Guwandi, 1993:55)

Sehingga pka tidak diambil undakan sesegera mungkin yang berakibat
akan membahayakan jiwa, anggota tubuh atau organ vital, dapat sebagm dasar
suatut tuntutan atas kelalaian (negligence) Tuntutan ganti kerugan memang
sudah menjadi hak pasien atas dirinya atas kelalaian atau kekurang hati-hatian
dokter

Menurut pasal 118 HIR, gugatan harus digjukan dengan surat gugatan
yang ditandatangani pengugat atau kuasa hukumnya kemudian ditandatangam
oleh tergugat atau wakilnya. Surat gugatan harus bertanggal, nama penggugat dan
tergugat, domisili, kedudukan tergugat Selama ini melalui pengamatan penulis,
merupakan menjadi kesulitan bagi pasien untuk membuktikan adanva kelalaian
dokter dalam pelaksanaan operasi karena keawaman pengetahuan pasien di bidang
kedokteran , maka tidak jarang justru terjadi pembuktian terbalik vaitu dokterlah
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yang harus membuktikan bahwa tidak melakukan kesalahan atau kelalaian melalui
bukti-bukti .
Agar lebih jelasnya berikut ini akan penulis berikan contoh kasus yang diduga
merupakan kelalaian medis vang dilakukan oleh dokter -

Kasus int bermula ketika Nyv. Anna Asgustine bermaksud melahirkan di
RS. Panti Waluya Sawahan Malang Sejak tanggal 19 Maret 1996, Ny, Anna
Agustine periksa hanil di BKIA RS Panti Waluya Sawahan Malang Tanggeal 19
April 1996, Ny. Anna Agustine dikinm oleh BKIA untuk konsultasi dengan Dr.
Widjanto Ngartijono. Namun, pada hari itu juga, mulai pk. 23 30 WWBI sampai
dengan pk. 2400 WWBI jantung janin melemah, ibunya shock, kondisinya
melemah dan tiba-tiba Ny, Anna Agustine mengalami pendarahan Suster
kemudian munta ibu mertua Ny. Anna Agustine menandatangani ijin operasi
setelah sebelumnya djelaskan mengenal operasi tersebut. Selain persetujuan
tertulis dari 1bu Ny Anne Agustine, petugas rumah sakit juga menginformasikan
lewat telepon interlokal pada suami Ny Anna Agustine vang berada di Jakarta,
Setelah operasi, Ny. Anna Agustine baru mengetahui Dr, Widjajanto Nagrtijono
telah menagangkat rahimnya dan bayi vang diharapkan telah meningeal dunia
Akibat tindakan dr. Widiajanto Nartijono tersebut berarti Ny, Anna Agustine tdak
mungkin lag melahirkan anak. Oleh karena itu, Ny. Anna Agustine sebagai
Penggugat | dan suaminya sbagi Penggugat 11 melakukan tuntutan hukum kepada
dr. Widjajanto Ngartijono sebagai Tergugat | dan RS. Panti Waluya Sawahan
Malang sebagai Tergugat I1. Menurut Penggugat | seperti semula atau paling tidak
memebuatnya dapat berfungsi kembali sebagaiman mestinya sehingga Penggugat
| dapat memiliki anak lagi apabila diinginkan.
Operasi tambahan terhadap Ny, Anna Agustine dengan mengangkat kandungan
tersebut dilakukan tanpa persetujuan dan Ny, Anna Agustine pasiennya dan suami
Ny. Anna Agustine merasa bahwa persetujuan vang diberikan kepada Dr.
Widjajanto Ngartijono adalah persetujuan agar dokter dapat melakukan operasi
caesar terhadap Ny. Anna Agustine vang pada saat itu sudah saatnya melahirkan
bayinya. Atas dasar itulah para Pengugat menganggap bahwa Tergugat | secara
melawan hukum telah melakukan operasi tambahan terhadap Ny. Anna Agustine
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Perkara Perdata dengan No.179/Pdt.G/1996./PN/Malang tersebut kemudian

diperiksa oleh Majelis Hakim. PN Malang dalam persidangan diperiksa beberapa

alat bukti tertulis dan keterangan saksi Pengugat maupun saksi Tergugat serta

keterangan dan saksi ahli . Hasil dari pemeriksaan di persidangan tersebut

kemudian dipakai oleh Majelis Hakim untuk menemukan apakah perbuatan

Tergugat I merupakan perbuatan melawan hukum yang pertimbangannnya adalah

schagai berkut :

1. bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
bahwa dalam kasus ini Tergugat | melakukan tindakan mengangkat rahim
sebagai tindakan /ife saving telah dibenarkan oleh saksi-saksi, terutama
saksi ahli ProfR Prajitno, oleh karenanva menurut ilmu kedokteran,
ditegaskan oleh organisasi profesinya (buktiTI-ILI) tindakan Terguear |
tidak bertentangan dengan kewajiban hukumnya,

2. dan 3. melanggar hak subjektif orang lain:
melanggar kaidah tata susila;
hahwa menurut saksi-saksi, saksi ahli, tindakan fife saving vang dilakukan
Tergugat 1 justru menjunjung tinggi hak subjektif Pengugat 1, utamanya hak
hidup dari Pengugat | karena kalau tidak diangkat kandungan yang rusak
tersebut, Penggugat | akan meninggal dunia. Bahwa tindakan vang
dilakukan Tergugat I ndak bertentangan dengan moral life saving adalah
kaidah moral yang diterima oleh masyarakat, terbukti diakui sebagai
tindakan yang dibenarkan dalam profesi kedokteran
bahwa (indakan Tergugat | terbukti udak bertentangan dengan asas
kepatutan ketelitian serta sikap hati-hati vang dimiliki scorang dokter dalam
melakukan tindakan dalam profesinya;

Adapun uratan pertimbangan hakim dalam perkara adalah sebagai berikut -

- bahwa Penggugat | Ny, Anna Agustine pernah mengalami operasai caesar
untuk melahirkan anak pertamanva;
- bahwa Ny, Anna Agustine (Pengugat 1) adalah pasien BKIA Panti Waluva

Sawahan Malang pada saat melahirkan ;

- bahwa Tergugat | segera memerintahkan persiapan untuk operast,
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' I

- bahwa dokter chhi bius memerlukan waktu kurang lebith | jam untuk
memeriksa tekanan darah pasien (Pengugat [},

- bahwa waktu dibedah janin sudah berada diluar kandungan dalam keadaan
05% trdak bereaksr;

- bahwa pasien{Pengugat |} mengalarm pendarahan hebat;

- bahwa Tergugat | segera mengangkat janin keluar,

- bahwa selanjutnya Tergugat | melakukan /ife saving dengan mengangkat
kandungan vang rusak, karena jika tidak demikian maka Pengugat | akan

meningal duma,

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Majehis Hakim PN
Malang dalam putusan  Perkara Perdata  Nomorl79.Pd.G/Pn/Malang
menvatakan menolak gugatan para Pengugat untuk seluruhnya .

Tindakan medik yang dilakukan Dr Widjajanto Ngartijono lebih tepat
termasuk kriteria perluasan operasi dalam keadaan pawat darurat dan bukan
termasuk  knteria operasi gawat darurat  Oleh karena wu, penulis kurang
sependapat dengan pendapat majelis hakim bahwa Dr. Widjajanto Ngartijono
termasuk kriteria operasi gawat darurat .

Alasannya adalah apabila tindakan medik yang dilakukan oleh scorang
dokter termasuk kntena operasi dalam kondisi gawat darurat maka, penderita
tidak pernah melakukan konsultasi dengan dokter yang melakukan tindakan
operasi dalam pawat darurat terhadap dinnya. Sehingga dokter tidak dapat
melakukan diagnosa berdasurkan anamnese atou iiwayal peayalit pasien Contoh
aoperasi dalam keadaan gawat darurat  bukanlah suatu uszha untuk  mem™atasi
sccarn kaka kewenangan dokter dalam melakukan tindakan perlussan ¢ erasi
dalam keadaan gawat darurat karena ihnu kedokteran bersifat kasuistis. Namuo
dengan 4(empat) svarat vang harus dipenuhi oleh dokter tersebut dapat diganakan
untuk mengup apakah undakan dokter melakukan perluasan operasi dalam

keadaan gawat darurat sudah sesuai  fformed Convent  benar-benar meiupakan
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tindakan medik yang diperlukan untuk menyelamatkan jiwa pasien atau Justru
untuk kepentingan atau kenyamanan pasien |

Apabila suatu prosedur operasi dokter menemukan suatu keadaan anggota
tubuh pada pasien vang kurang baik akan tetapi tidak membahayakan jiwa pasien,
maka dokter tidak berwenang untuk memperluas tindakan operasi tanpa
persetujuan pasien atau kelurganya berdasarkan informed yang diberikan dokter
sebelumnya.
Dokter yang melakukan tindakan perluasan operasi atas pertimbangan demi
kebaikan dan kepentingan pasien dan bukan demi penyelamatan jiwanya harus
meminta persetujuan pasien atau keluarganya berdasarkan informed sebelumnya.
Dalam hal ini dokter harus menunda tindakan perluasan operasi hingea pasien
sadar dari pengaruh pembiusan. Keputusan akhir untuk menolak atau menvetujui
tindakan perluasan operasi keputusan akhir untuk menolak atau menvetujui

tindakan perluasan operasi tetap pada pasien dan bukan pada dokter .
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BAB 1V
KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Kesimpulan dari seluruh uraian diatas setelah meninjau masalah dan

ketentuan hukum yang berlaku maka dapat ditarik kesimpulan scbagai berikut

Penerapan Standard /nformed Consent dalam perjanjian antara dokter dan
pasien dilakukan melalui pemberitahuan oleh dokter meliputi diagnosa,
terapi dan kemungkinan alternatil terapi lain, pengalaman kerja,
kemungkinan perasaan sakit, risiko, keuntungan terapi, prognosa, kondist
medis bila pasien menolak dan kemudian memberikan kesempatan untuk
membaca dan memahami 1si perjanjian tersebut. Tahapan — tahapan
tersebut telah terangkum dalam Surat Penyataan Persetujuan Pembiusan,
Tindakan Operasi Atau Pengobatan .Dengan telah ditandatanganinya
perjanjian tersebut, berarti pasien dianggap telah mengerti memahami dan
menyetujui 1st perjanjian tersebut . Dan berarti pula para pihak yang terikat
didalamnya terikat perjanjian tersebut. seperti halnya dengan Undang-
undang,

Akibat hukum yang timbul dari penerapan Standard Informed Consent
jelas adanya kerterikatan berarti timbul hak dan kewajiban dari pihak
dokter dan pasien yang apabila dokter sebagai pemberi jasa melakukan
onrechmatigedaad tidak sesuai dengan yang diperjanjikan maka pasien
wajib menggunakan haknya untuk menuntut ganti kerugian dan dokterpun

wayjib untuk melayani atan menjawab gugatan tersebut .

4.2 Saran

1.

b

Sebagai upaya menegakkan Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen , maka calon pasien sebagai pemakai jasa wajib
mengetahul hak dan kewajiban pasien serta berhak untuk pindah dokter,
asalkan secara sadar dengan yang diputuskan.

Dengan adanya /nformed Consent, masing-masing pihak (dokter dan
Rumah Sakit) harus lebih hati-hati dalam mengambil segala tindakan yang

40
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vang berkaitan dengan keschatan schinpga justru sikap maklum dan
penggugat yang muncul bukan rasa adil yang diharapkan .

Sebagai lembaga vang memperkerjakan tenaga profesional, Rumah Sakit
hendaknya mampu memaring dokier yang tidak hanva berkualitas tapi
berkredibilitas,menjunjung tinggi akhlak moral, tata susila dan etika
kepatutan yang berlaku di masyarakat .
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UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 23 TAHUN 1992 TANGGAL
17 SEPTEMBER 1992
TENTANG
KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang :

a. bahwa kesehatan sebagai salah satu unsur

kesejahteraan umum harus diwujudkan sesuai
dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana
dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang
Dasar 1945 melalui pembangunan nasional yang

herkesinambungan berdasarkan Pancasila dan

Undang-Undang Dasar 1945;

b. derajat kesehatan, yang besar artinya bagi pengem-
bangan dan pembinaan sumber daya manusia
Indonesia dan sebagai modal bagi pelaksanaan
pembangunar nasional yang pada hakikatnya
adalah pembangunan manusia Indonesia seutunnya
dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia;

¢. bahwa dengan memperhatikan peranan kesehatan
di atas, diperlukan upaya yang lebih memadai bagi
peningkatan derajat keschatan dan pembinaan
penyelenggara upaya kesehatan sccara menyeluruh
dan terpadu;

i e ———

S B i =S :


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

w;l dalam rangka peningkatan derajat kesehatan
yarak:at schagaimana dimaksud butir b dan butir
eberapa undang-undang di bidang kesehatan
indang sudah tidak sesuai lagi dengan kebu-
an dan tuntutan pembanzunan kesehatan;

wa sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas,
lu ditetapkan Undang-undang tentang Kese-
am.

ngat :
Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (1) Undang-
g Dasar 1945;
Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN :
lapkan

UNDANG-UNDANG TENTANG KESE-
AN,

BAD 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud
i

Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan,
jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap
orang hidup produktif secara sosial dan eko-
nomis.

Upaya kesehatan adalah setiap kegiatan untuk
memelihara dan meningkatkan keschatan yang

dilakunkan ' oleh pemerintah dan atau masya-
rakal

Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang
mengabdikan dir dalam bidang ke$ehatan serta
memiliki pengetahuan dan atau keterampilan
melalui pendidikan di bidang kesshatan yang
untuk jenis tertentu memeriukan kevenangan
untuk melakukan upaya keschatan.

Sarana kesehatan adalah tempat yang digunakan
untuk menyelenggarakan upaya keschatan,

Transplantasi adalah rangkaian tindakan medis
untuk memindahkan organ dan atau jaringan
tubuh manusia yang berasal dari tubuh orang
lain atau tobuh sendiri dalam rangka pengobatan
untuk menggantikan organ dan atau jaringan
tubuh yang tidak berfungsi dengan baik.

Implan adalah bahan berupa obat dan atau alat
kesehatan yang ditanamkan ke dalam jaringan
tubuh urtuk tujuan pemeliharaan kesehatan,
pencegahan dan penyembuhan penyakit, pemu-
lihan keschatan, dan atau kosmetika.

Pengobatan (radisional adalah pengobatan dan
atau perawatan dengan cara, obat, dan peng-
obatannya yang mengacu kepada pengalaman
dan keterampilan turun-temurun, dan diterapkan
sesuai dengan norma yang berlaku dalam
masyarakat

Kesehatan matra adalah upaya kesehatan yang
dilakukan untuk meningkatkan kemampuan fisik
dan mental guna menyesuaikan diri terhadap
lingkungan yang berubah secara bermakna baik
lingkengan darat, udara, angkasa, maupun air.

Sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obal

3
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adisional, dan kosmetika.

bat tradisional adalah bahan atau ramuan
ihan yang berupa bahan tumbuhan, bahan
.wan, bahan mineral, sediaan sarian (galenik)
au campuran dari bahan tersebut yang secara
run-temurun telah digunakan untuk peng-
batan berdasarkan pengalaman.

lat keschatan adalah instrumen, aparatus,
jesin implan yang tidak mengandung obat yang
igunakan untuk mencegah, mendiagnosis,
enyembuhkan dan meringankan penyakit,
nerawat orang sakit serta memulihkan kese-
jatan pada manusia dan atau untuk memben-
uk struktur dan memperbaiki fungsi ubuh,

7at adiktif adalah bahan yang penggunaannyi
fapat menimbulkan ketergantungan psjkis.

Pekerjaan kefarmasian adalah pembuatan ter-
masuk pengendalian mutu scdiaan farmasi,
pengamanan pengadaan, penyimpanan dan
distribusi obat, pengelolaan obat, pelayanan obat
atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta
pengembangan obat, bahan obat, dan obat tra-
disional.

Perbekalan kesehatan adalah semua bahan dan
peralatan yang diperlukan untuk menyeleng-
gardkan upaya keschatan,

Jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat
adalah suatu cara penyelenggaraan pemeliharaan
kesehatan yang paripuma berdasarkan asas
usaha bersama dan kekeluargaan, yang ber-
kesinambungan dan dengan mutu yang terjamin
serta pembiayaan yang dilaksanakan secara
praupayi.

BAH I
ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Pembangunan keschatan diselenggarakan ber-
asaskan kemanusiaan yang berdasarkan Ketuhinan
Yang Maha Esa, manfaat, uszha bersama dan ke-
keluargaan, adil dan merata, perikehidupar dalam
keseimbangan, serta kepercayaan akan kemampuan
dan kekuatan sendir.

Pasal 3

Pembangunan keschatan bertujuan untuk
meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan
hidup sehat bagi setiap orang 2gar terwujud derajat
kesehatan masyarakal yang optimal.

BAB 111
HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 4
Setiap orang mempunyai hak yang sama dalam
memperoleh derajat keschatan yang optimal.
Pasal §

Setiap orang berkewajibzn untuk ikut serta
dalam memelihara dan meningkatkan derajat kese-
hatan perseorangan, keluarga, dan lingkungannya.

BAB IV
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 6

Pemesintah bertugas mengatur, membina, dan
mengawasi penyelenggaraan upaya kesehatan,
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Pasal 7

emerintah bertugas menyelenggarakan upaya
an yang merata dan terjangkau oleh masya-

Pasal 8

emerintah beruges menggerakkan peran seria
akat dalam penyelenggaraan dan pembiayaan
tan, dengan memperhatikan fungsi sosial se-
pelayanan kesehatan bagi masyarakal yang
 mampu tetap terjamin.

Pasal 9

Pemerintah bertanggung jawab untuk mening-
y derajal kesehatan masyarakat.

BAB V
UPAYA KESEHATAN
Bagian Pertama
Umum

Pasal 10

Untuk mewujudkan derajat kesehatan yang
nal bagi masyarakat, diselenggarakan upaya
hatan dengan pendekatan pemeliharaan, pening-
1 keschatan (promotif), pencegahan penyakit
ventif), penyembuhan penyakit (kuratif), dan
ulihan kesehatan (rehabilitatif) yang dilaksana-
secara menyeluruh, terpadu, dan berkesinam-
gan.

Pasal 11

Penyclenggaraan upayi kesehatan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 10 dilaksanakan melalui

kegiatan:

(2)

(1)

(2)

Kesehatan' keloarga;

. perbaikan gizi;

pengamanan makanan dan minuman;
keschatan lingkungan;

keszhatan kerja;

kesehatan jiwa;

pemberantasan penyakit;

penyembuhan penyakit dan pemulihan kese-
hatan;

penyuluhan keschatan masyarakat;

pengamanan sediaan farmasi ¢an alat kese-
hatan;

pengamanan zat adiktif;
kesehatan sekolah;

. kesehatan olahraga;

. pengobatan tradisional;
kesehatan matm.

woa 0 B0 TP

L

opgrr

Penyelenggaraan upaya kesehatan sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) didukung oleh sum-
ber daya kesehatan,

Bagian Kedua
Kesehatan Keluargs

Pasal 12

Kesehatan keluarga diselenggarakan untuk

mewujudkan keluarga sehat, kecil, bak:agia dan
scjahtera.

Kesehatan keluarga sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) meliputi kesehatan suami istri,
anak, dan anggota keluarga lainnya.

Pasal 13
Kesehatan suami istd diutamakan pada upaya

pengaturan kelahiran dalam rangka menciptakan
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ra yang sehat dan harmonis.

Pasal 14

Kesehatan istri meliputi kesehatan pada masa
jamilan, kehamilan, persalinan, pasca persa-
dan masa di luar kehamilan, dan persalinan.

Pasal 15

Dalam keadaan darurat sebagai upaya untjjk
menyelamatkan jiwa ibu hamil dan atau janin-
nya, dapat dilakukan tindakan medis terientu.

Tindakan medis tertentu sebagaimana dimaksud

dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan :

a. berdasarkan indikasi medis yang meng-
haruskan diambilnya tindakan tersebut:

b. oleh tenaga kesehatan yang mempunyai
keahlian dan kewenangan untuk it dan
dilakukan sesuai dengan tanggung jawab pro-
fesi serta berdusarkan pertimbangan tim ahli;

¢. dengon persetujuan ibu hamil yang ber-
sangkutan atas suamni atau keluarganya,

d, pada sarana kesehatan tertentu.

Ketentoan lebih lanjut mengenai tindakan me-
dis tertenty sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan
Pemerintah.

Pasal 16

Kehamilan di luar cara alami dapat dilaksanakan
sebagai upaya terakhir untuk membantu suamil
isti mendapatkan keturunan.

Upaya kehamilan di luar cara alami mhagalmana
dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan

(3)

(1)

(2)

(1)

(2)

(1)

oleh pasangan suami istri yang sah dengan

ketentuan:

a. hasil pembuahan sperma dan ovum dad
suami istri yang bersangkuntan, ditanamkan
dalam rahim istr dari mana ovum berasal;

b. dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mem-
punyai keahlian dan kewenangan untuk itu;

c. pada sarana kesehatan terentu.

Ketentuan mengenal persyaratan penyeleng-
garaan kehamilan di luar cara alami sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) ditetap-
kan dengan Peraturan Pemerintah,

Pasal 17

Kesehatan anak diselenggarakan untuk me-

wujudkan pertumbuhan dan perkembangan
anak, 2

Keschatan anak sebagaimana dimaksid dalam
ayat (1) dilakukan melalui peningkatan kese-
hatan anak dalam kandungan, masa bayi, masa
balita, usia prasekolah, dan usia sekolah.

Pasal 18

Setiap keluarga melakukan dan mengembangkan
kesehatan keluarga dalam keluarganya.

Pemerintah membantu pelaksanaan dan me-
ngembangkan keschatan keluarga melalui
penyediaan sarana dan prasarana atau dengan

kegiatan yang menujang peningkatan keschatan
keluarga,

Pasal 19

Kesehatan manusia usia lanjut diarahkan untuk
memelihara dan meningkatkan keschatan dan

9
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nampuannya agar letap produktif.

merintah membantu penyelenggaraan upaya
;ehatan manusia usia lanjut untuk mening-
kan kualitas hidupnya secara optimal.

Bagian Ketiga
Perbaikan Gizi

Pasai 20

thaikan gizi diselenggarakan untuk mewu-
dkan terpenuhinya kebutuhan gizi.

rbaikan gizi meliputi upaya peningkatan status
n muu gizi, pencegahan, penyembuhan, dan
au pemulihan akibat gizi salah.

Bagian Keempat
sppamanan Makanan dan Minuman

Pasal 21

engamanan makanan dan minuman dise-
nggarakan untuk melindungi masyarakat dan
iakanan dan minuman yang tidak memenuhi
elentuan mengenal standar atau persayaratan
esehatan,

etiap makanan dan minuman yang dikemas
vajib diberi tanda atau label yang berisi:

. bahan yang dipakai;

. komposisi setiap bahan;

. tanggal, bulan dan tahun kedaluwarsa;

|, ketentuan lainnya.

Vakanan dan minuman yang tidak memenuhi
cetentuan. standar dan atau persyaratan kese-

(4)

(1)

(2)

(3)

(4)

(3)

hatan' dan atas 'membahayakan kesehatan se-
bagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilarang
untuk diedarkan, ditarik dari peredaran, dan
disita untuk dimuspahkan sesuai dengan keten-
tuan peraturar, perundang-undangan yang ber-
laku.

Ketentnan mengenal pengamanan makanan dan
minuman scbagaimana dimaksud dalam ayatl
(1), ayat (2), dan ayat (3) ditetapkan dengan
Peraturan Pemerintah,

Bagian Kelima
Kesehatan Lingkungan

Pasal 22

Kesehatan lingkungan diselenggarakan untuk
mewujudkan kualitas lingkungan yang sehat.

Kesehatan lingkungan dilaksanakan terhadap
tempat umum, lingkungan pemuXkiman, ling-
kungan kerja, angkutan umum, dan lingkungan
lainnya.

Keschatan lingkungan meliputi penyehatan air
dan udara, pengamanan limbah padat, limbah
cair, limbah gas, radiasi dan kebisingan, pengen-
dalian vektor penyakit, dan penyehatan atau
pengamanan lainnya.

Setiap tempat atau sarana pelayanan umum
wajib memelihara dan meningkatkan lingkung-

an yang sehat sesual dengan standar dan per-
syaratan,

Ketentuan mengenai penyelenggaraan kesehatan
lingkungan sebapaimanz dimaksud dalam ayat
(1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) ditetapkan
dengan Peraturan Pemerintah.

11
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Bagian Keenam
Kesehatan Kerja

Pasal 25

(1)  Pemerintah melakukan pengobatan dan per-
Pasal 23 awatan, pecmuliban dan penyaluran bekas pen-
N i me derita gangguan jiwa yang telah selesai men-
Kesehatan kerja §|§elcnkgg:_1‘:ak$ uﬁm:::m 3 jalani pengobatan dan atau perawatan ke dalam
Nujud.kaﬂ pl‘udukll‘lufllas 'ﬂ.l] }r g p 2 mas}rarakﬂl_
Kesehatan kerja meliputi I?CIHF?“B‘" ;cc :?eha';an (2) Pemerintah membangkitkan, membantu dan
kerja, pencegahan penyakit akibat keja, can membina kegiatan masyarakat dalam pence-
syarat keschatan kerja. gahan dan peranggulangan masalah psikososial-
Setiap tempat kerja wajib menyelenggarakan dan gangguan jiwa, pengobalan dan perawatan
keschatan kerja. p-::ndclri[a gbankgguan é"iu.ta. Ecn{;;lihan seria
enyaluran bekas penderita ke dalam measya-
Ketentuan mengenai kesehatan kerja sc- Irjaszl. R : Y
bagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayal
{3} ditﬂlapkﬂn d‘:ngm Peraturan P’Emﬁﬁnlah. Pasﬂ.l 26
(1} Penderita gangguan jiwa yang menimbulkan
- o gangeuan terhadap kKeamanan dan ketertiban
Bagian Ketuju umum wajib diobati dan dirawat di sarann
Kesehatan Jiwa pelayanan keschalan jiwa atau sarana pela-
Pusal 24 yanan kesehatan lainnya.
Kesehatan jiwa disclenggarakan untuk me- (2) Pengobatan dan perawatan penderita gangguan

wujudkan jiwa yang sehat secara optimal baik
intelektual maupun emosional.

Kesehatan jiwa meliputi pemeliharaan dan pe-
ningkatan keschatan jiwa, pencegahan dan
penanggulangan masalah psikososial dan
gangguan jiwa, penyembuhan dan pemulihan
penderita gangguan jiwa.

Kesehatan jiwa dilakukan oleh perorangan,
lingkungan keluarga, lingkungan sekolah,
lingkungan pekerjaan, lingkungan masyarakat,
didukung sarana pelayanan kesehatan jiwa dan

Jjiwa dapat dilakukan atas permintaan suami atau
istri atau wali atau anggota keluarga penderita
atau atas prakarsa pejabal yang bertanggung
jawab atas keamanan dan ketertiban di wilayah
setempat atau hakim pengadilan oilamana dalam
suatu perkara timbul persangkaan bahwa yang
bersangkutan adalah penderita gangguan jiwa.

Pasal 27

Ketentuan mengenai keschatan jiwa dan upaya

penanggulangannya ditetapkan dengan Peraturan
Pemerintah T

sarana lainnya. |

— s - P e ey e ——
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Bagian Kedelapan
Pemberantasan Penyakit

Pasal 28

mberantasan penyakit diselenggarakan untuk
-nurunkan angka kesakitan dan atau angka
matian.

mberantasan penyakit dilaksanakan terhadap
nyakit menular ¢an penyakit tidak menular,

>mberantasan peryakit menular atau penya-
t yang dapat menimbulkan angka kesakitan
n atau angka kematian yang tinggi dilak-
makan sedini mungkin.

Pasal 29

emberantasan penyakit tidak menular dilak_-
| untuk mencegah dan mengurangi penyakit
perbaikan dan perubahan perilaku masyarakal
ngan cara lain.

Pasal 30

emberantasan penyakit menular dilaksanakan
, upaya penyuluhan, penyelidikan, penge-
menghilangkan sumber dan perantara penya-
dakan karantina, dan upaya lain yang diper-

Pasal 31

Pemberantasan penyakit menular yang dapat
jbulkan wabah dan penyakit karantina dilak-
in sesuai dengan ketentuan undang-undang yang
L

(L

(2)

(3)

(4)

(5)

(1)

Bagian Kesembilan
Penyembuhan Penyakit dan
Pemulihan Keschatan

Pasal 32

Penyembuhan penyakit dan pemulihan kese-
hatan diselenggarakan untuk mengembalikan
status keschatan akibat penyakit, mengem-
balikan fungsi badan akibat cacat atau menghi-
langkan cacat.

Penyembuhan penvakit dan pemulihan kese-
hatan dilakukan dengan pengobatan dan atau
perawatan.

Pengobatan dan atau perawatan dapat dilakukan
berdasarkan ilmu kedokteran dan ilmu kepe-
rawatan atau cara lain yang dapat diperiang-
gungjawablan.

Pelaksanaan pengobatan dan atau perawatan
berdasarkan ilmu kedokteran atau ilmu kepe-
rawatan hanya dapat dilakukan oleh tenaga kese-
hatan yang mempunyai keahlian dan kewe-
nangan untuk itu;

Pemerintah melakukan pembinaan dan penga-
wasan terhadap pelaksanaan pengobatan dan
atau perawatan berdasarkan cara lain yang dapat
dipertanggungjawabkan.

Pasal 33

Dalam penyembuhan penyakit dan pemuliban
kesehatar dapat dilakukan transplantasi organ
dan atzu jaringan tubuh, transfusi darah, im-
plan obat dan atau alat kesehatan, serta bedah
plastik dan rekonstruksi.

15
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Transplantasi organ dan atau jaringan tubuh serta
transfusi darah sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) dilakukan hanya untuk tujoan
kemanusiaan dan dilarang untuk tujuan komer-
sial,

Fasal 34

Transplantasi organ dan atau jaringan tubuh
hanya dapat dilckukan oleh tenaga keschatan
yang mempunyai keahlian dan kewenangan
untuk ity dan dilakukan di sarana kesehatan
tertentu.

Pengambilan organ dan atau jaringan tubuh dar
seorang donor harus memperhatikan kesehatan
donor yang bersangkutan dan atas persetujuan
donor dan ahli waris atau keluarganya.

Ketentuan mengenal syarat dan tata cara penye-
lenggaraan transplantasi sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan
Peraturan Pemerintah,

Pasal 35

Transfusi darah hanya dapat dilakukan oleh
tenagu kesehatan yang mempunyai keahlian dan
kewenangan uniuk itu.

Ketentuan mengenai syarat dan cara transfusi
darah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

PPasal 36

Implan obat dan atau alat kesehatan ke dalum
tubuh manusia hanya dapat dilakukan oleh
tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan
kewenangan untuk itu dan dilakukan di sarana
keschatan tenentu.

(2)

(1)

(%)

(3)

()

(2)

Ketentuan mengenai syarat dan tata cara penye-
lenggaraan implan sebagaimana dimaksud dalam

ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Pemerin-
tah.

Fasal 37

Bedah Plastik dan rekonstruksi hanya dapat
dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mem-
punyai keahlian dan kewenangan itu dan
dilakukan di sarana kesehatan terentu.

Bedah plastik dan rekonstruksi tidak boleh

bertentangan dengan norma yang berlaku dalam
masyarakat.

Ketentuzn mer genai syarat dan tata cara bedah
plastik dan rekonstruksi scbagaimana dimzksud
dalam ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan
Peraturan Pemerintah,

Hagian Kesepuluh
Penyuluhan Kesehatan Masyarakat

I"asal 38

Penyuluhan keschatan masyarakat dise-
lenggarakan guna meningkatkan pengetahuan,
kesadaran, kemauan, dan kemampuan masya-
rakat untuk hidup sehat, dan aktif berperan sera
dalam upaya kesechatan.

Ketentuan mengenai penyuluhan keschatan
masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Kesebelas

Pengamanan Sediaan Farmasi
dan Alat Kesehatan

17
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Pasal 39

Pengamanan sediaan farmasi dan alat kesehatan
ggarakan untuk melindungi masyarakat dan
2 yang disebabkan oleh penggunaan scdiaan
si dan alat keschatan yang tidak memenuhi
ratan mutu dan atau keamanan atau keman-

Pasal 40

Sediaan farmasi yang berupa obat dan bahan
obat harus memenuhi syarat farmakope Indo-
nesia dan atau buku standar lainnya.

Sediaan farmasi yang berupa obat tradisional
dan kosmetika serta alat kesehatan harus
memenuhi standar dan alau persyaralan yang
ditentukan.

Pasal 41

Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat
diedarkan setelah mendapat izin edar.

Penandaan dan informasi sediaan dan alat
kesehatan harus memenuhi persyaratan objek-
tivitas dan kelengkapan serta tidak menyesatkan.

Pemerintah berwenang mencabut izin edar dan
memerintzhkan penarikan dari peredaran sediaan
farmasi dan alat kesehatan yang telali mem-
peroleh izin edar, yang kemudian terbukti ti-
dak memenuhi persyaratan mutu dan atau
keamanan dan atau kemanfaatan, dapat disita
dan dimusnahkan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 42
Pekerjaan tentang pengamanan sediaan famasi

dan alat keschaian ditctapan dengan Peraturan Pe-
merintah.

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

Bapgian Keduabelas
Pengamanan Zat /Adiktif

Pasal 44

Pengamanan penggunaan bahan yang mengan-
dung zat adiktif diarahkan agar tidak meng-
ganggu dan membahayakan kesehatan perorang-
an, keluarga, masyarakat, dan lingkungannya.

Produksi, peredaran dan pengzunaan bahan yang
mengandung zat adikitif harus memenuhi

standar dan atau persyaratan Umum yang diten-
tukan,

Ketentuan mengenai pengamanan bahan yang
mengandung zat adiktif sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan
Peraturan Pemerintah,

Bapian Ketigabelas
Kesehatan Sekolah

Pasal 45

Keschatan sckolah diselenggarakan untuk
meningkatkan kemampuan hidup schat peserta
didik -dalam lipgkungan hidup sehat sehingga
pesenta didik dapat belajar, tumbuh dan berkem-
bang secara harmonis dan optimal menjadi
sumber daya manusia yang lebih berkualitas.

Kesehatan sekolah scbagaimana dimaksud
dalam ayat (1) diselenggarakan melalui sekolah
atau melalui lembaga pendidikan lain.

Ketentuan mengenai kesehatan sekolah se-
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agaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat
2) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Keempatbelas
Kesehatan Olahraga

Pasal 46

{esehatan olahraga diselenggarakan untuk
nemelihara dan meningkatkan kesehatan
nelalui kegiatan olahraga.

Kesehatan olahraga sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) diselenggarakan melalui sarana
olahraga atau sarana lain.

Ketentuan mengenai kesehatan olahraga se-
bagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat
(2) ditetapkan dengan Peraturan Pemenntah.

Bagian Kelimabelas
Pengobatan Tradisional

Pasal 47

Pengobatan tradisional merupakan salah satu
upaya pengobatan dan perawatan cara lain di
luar ilmu kedokteran dan atau ilmu keperawatan.

Pengobatan tradisional sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) perlu dibina dan diawasi untuk
diarahkan agar dapat menjadi pengobatan dan
atau perawatan cara lain yang dapat diper-
tanggungjawabkan manfaat dan keamanannya.

Pengobatan tradisional yang sudah dapat diper-
tanggungjawabkan manfaal dan keamanannya
perlu terus ditingkatkan dan dikembangkan
untuk digunakan dalam mewujudkan derajat
kesehatan yang optimal bagi masyarakat.

(4)

(1)

(2)

(3)

Ketentuan mengenai pengobatan tradisional
scbagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat
(3) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Keenambelas
Keschatan Matra

Pasal 48

Kesehatan matra sebagai bentuk khusus upaya
kesehatan diselenggarakan untuk mewujudkan
derajat kesehatan yang optimal dalam ling-
kungan matra yang serba berubah.

Kesehatan matra meliputi kesehatan lapangan,
kesehatan kelautan dan bawah air, serta kese-
hatan kedirgantaraan.

Ketentuan mengenai kesehatan matra se-
bagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat
(2) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

BAB VI
SUMBER DAYA KESEHATAN
Bagian Pertama

Pasal 49

Sumber daya kesehatan merupakan semua

perangkat keras dan perangkat lunak yang diperlukan
sebagai pendukung penyelenggaraan upzya kesehatan,
meliputi :

T T

tenaga kesehatan,

sarana kesehatan;

perbekalan keschatan;

pembiayaan kesehatan;

pengelolaan keschatan;

penelitian dan pengembangan kesehatan;
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Bagian Kedua
Tenaga Wesehatan

Pasal 50

[enaga kesehatan bertugas menyelenggarakan
yiau melakukan kegiatan kesehatan Scsudi
jengan bidang keahlian dan atau kewenangan
ienaga kesehatan yang bersangkutan.

Ketentuan mengenai kategori, jenis dan kuali-
fikasi tenaga keschatan ditetapkan dengan
Peraturan Pemerintah.

Pasal 51

Pengadaan lenaga kesehatan untuk memenuhi
kebutuhan diselenggarakan aniara lain melalui
pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan oleh
Pemerintah dan atau masyarakat.

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelengga-
raan pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan
ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

Pasal 52

Pemerintah mengatur penempatan lenaga kese-
hatan dalam rangka pemerataan pelayanan
kesehatan.

Ketentuan mengenai penempatan tenaga kese-
hatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah,

asal 53

Tenaga kesehatan berhak memperoleh per-
lindungan hukum dalam melaksanakan [ugas
sesuai dengan profesinya.

(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

Tenagd keschatan dalam melakukan tugasnya
berkewajiban untuk mematuhi standar profesi
dan menghormati hak pasien.

Tenaga keschatan, untuk kepentingan pem-
buktian, dapat melakukan tindakan medis ter-
hadap scseorang dengan memperhatikan kese-
hatan dan kesclamatan yang bersangkutan.

Ketentuan mengenai standar profesi dan hak-
hak pasien scbagaimana dimaksud dalam ayat
(2) ditetapkan dengan Peraturan Pemenntah.

Pasal 54

Terhadap tenaga kcschatan yang melakukan
kesalahan atau kelalaian dalam melaksanakan
profesinya dapat dikenakan tindakan disiplin.

Penentuan ada tidaknya kesalahan atad kela-
laian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1
ditentukan oleh Majelis Disiplin Tenaga Kese-
hatan.

Keientuan mengenai pembentukan, tugas, dan
tata kerja Majelis Disiplin Tenaga Kesehatan
diterapkan dengan Keputusan Presiden.

Pasal 55

Setiap orang berhuk atas ganti rugi akibat
kesalahan atau kelalaian yang dilakukan tenaga
kesenatan,

Ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1) dilaksanakan sesuai dengan peraluran pe-
rundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga
Sarana Kesehatan
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Pasal 56

arana keschatan meliputi balai pengobatan,
usat keseshatan masyarakat, rumah sakit umum,
umah sakil khusus, praktik dokter, praktik
lokter gigi, praktik dokter spesialis, prakiik
lokter gigi spesialis, praktik bidan, toko obat,
potek, pedagang besar farmasi, pabrik obat
jan bahan obat, laboratorium, sekolah dan
kademi kesehatan, balai pelatihan kesehatan,
{an sarana kesehatan lainnya.

Sarana kesehatan sebagaimana dimaksud dalam
iyal (1) dapat diseienggarakan oleh pemerin-
ah dan atau masyarakal.

Pasal 57

Sarana kesehatan berfungsi untuk melakukan
upaya kesehatan dasar atau kesehatan rujukan
jan atau upaya keschatan penunjang.

Sarana kesehatan dalam penyelenggaraan ke-
giatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
tetap memperhatikan fungsi sosial.

Sarana kesehatan dspat juga dipergunakan ntuk
kepentingan pendidikan dan pelatihan sera
penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan
dan teknologi di bidang kesechalan.

Pasal 58

Sarana kesehatan tertentu yang diselenggarakan
masyarakat harus berbentuk badan hukum.

Sarana kesehatan lertentu sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh
pemerintah,

Pasal 59

(1) Semua penyelenggaraan sarana kesehatan harus
memiliki izin.

(2) Izin penyeclenggaraan sarana keschatan diberi-
kan dengan memperhatikan pemeratan dan
peningkatan mutu pelayanan kesehatan.

(3) Ketentuan mengenai syarat dan tata cara
memperoleh  izin penyelenggaraan sarana
kesehatan ditetapkan dengan Peraturan Pe-
menntah.

Bagian Keempat
Perbekalan Kesehatan

Pasal 60

Perbekalan keschatan yang diperlukan dalam
penyelenggaraan upaya keschatan meliputi sediaan
farmasi, alat kesehatan, dan perbekalan luinnya

Pazal 61

(1) Pengelolaan perbekalan keschatan dilakukan
agar dapat terpenuhinya kebutuhan sediaan
farmasi dan alat keschatan serta perbekalan
lainnya yang terjangkau oleh masyarakat.

(2) Pengelolaan perbekalan kesehatan yang berupa
sedizan farmasi dan alat kesehatan dilaksanakan
dengan memperhatikan pemenuhan kebutuhan,
kemanfaatan, harga, dan faktor yang berkaitan

dengan pemerataan penyediaan perbekalan
kesehatan.

(3) Pemerintuh membantu penyediaan perbekalan
kesehatan yang menurut pertimbangan diper-
lukan oleh sarana keschatan.
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Pasal 62

engadaan dan penggunaan sediaan farmasi dan
lat kesehatan dibina dan diarahkan agar
nenggunakan potsnsi nasional yang tersedia
fengan memperhatikan kelestarian lingkungan
idup termasuk sumber daya alam dan sosial
hudaya.

Produksi sediaan farmasi dan alat kesehatan
harus dilakukan dengan cara produksi yang baik
yang berlaku dan memenuhi syarat-syaral yang
ditetapkan dalam farmakope Indonesia atau buku
standar lainnya dan atau syarat lain yang dite-
tapkan.

Pemerintah mendorong, membina, dan menga-
ralikan pemanfaatan obat tradisional yang dapat
dipertanggungjawabkan dalam rangka
mewujudkan derajat kesehatan yang optimal.

Pasal 63

Pekerjaan kefarmasian dalam pengadaan, pro-
duksi, distribusi, dan pelayanan sediaan farmas
harus dilakukan oleh tenaga kesehatun yang
mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu.

Ketentuan mengenai pelakeanaan pekerjaan
kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 64

Ketentuan mengenal perbekalan kesehatan
apkan dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Kelima
Pembiayaan Keschatan

(1)

(2}

(1)

(2)

(3)

(4)

Pasal 65

Penyclenggaraan upaya keschatan dibiayai oleh
pemerintah dan atau masyarckat .

Pemerintah membantu upaya kesehatan yang
diselenggarakan olch masyarakat sesuai dengsan
peraturan perundang-undangan yang berlaku,
terutama upaya keschatan bagi masyarakal
rentan.

Pasal 66

Pemerintah mengembangkan, membina, dan
mendorong jaminan pemeliharaan keschatan
masyarakat sehagai cara yang dijadikan lan-
dasan setiap penyelenggaraan pemeliharaan
kesehatan yang pembiayaannya dilaksanakan
secara praupaya. berasaskan usaha bersama dan
kekeluargaan.

Jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat
merupakan cara penyelenggaraan pemeliharaan
kesehatan dan pembiayaannya, dikelola secara
terpadu untuk tujuan meningkatkan derajat
keschatan, wajib dilaksanakan oleh setiap
penyelenggara,

Penyelenggaraan jaminan pemeliharaan kese-
hatan mesyarakat harus berbentuk badan hukum
dan memiliki izin operasional serta kepeser-
taannya bersifat aktif,

Ketentuan mengenai penyelenggaraan jaminan
pemeliharaan kesehatan masyarakat ditetapkan
dengan Peraturan Pemerintah,
o
Bagian Keenam
Pengelolaan Kesehatan
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Pasal 67

pengelolaan keschatan yang disclr:nggamkan
oleh pemerintah dan atau mas:l,rarakat diarahkan
pada pengembangan dan pcmngkat?.n kemafn-
puan agar upaya kesehatan dapat dilaksanakan
secara berdayagena dan berhasilguna.

Pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1) meliputi kegiatan perencanaan, [_:-nngﬂr-
ganisasian, penggerakan, dan pengendalian pro-
gram seria sumber daya yang dapal menun-
jang peningkatan upaya kesehatan.

Pasal 68

Pengelolaan keschatan yang diselenggarakan
pemenntah dilaksanakan oleh perangkat kese-

\ dan badan pemerintah lainnya, baik di tingkat
t maupun di tingkat daerah.

Bagian Ketujuh

Penelitian dan Pengembangan Kesehatan

Pasal 69

Penelitian dan pengembangan kesehatan d!_lak-
sanakan untuk wemilih dan menetapkan ilmu
pengetahuan dan teknologi tepat guna yang
diperlukan dalam rangka meningkatkan derajat
kesehatan,

Penelitian, pengembangan, dan penerapan hasil
penelitian pada manusia sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) dilaksanakan dengan memper-
hatikan norma yang berlaku dalam masyarakat.

Penyelenggaraan penelitian dn,rf pengembangan
ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan pad‘a
manusia harus dilakukan dengan memperhati-

(4)

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

kan kesehatan dan keselamatan yang ber-
sangkutan.

Ketentuan mengenai penelitian, pengembangan,
dan penerapan hasil penelitian sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3)
ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 70

Dalam melaksanakan penelitian dan pengem-
bangan dapat dilakukan bedah mayat untuk
penyelidikan scbab penyakit dan atau sebab
kematian serta pendidikan tenaga keschatan.

Bedah mayat hanya dapat dilakukan oleh tenaga
kesehatan yang mempunyai keahlian dan
kewenangan untuk itu dan dengan memperhati-
kan noma yang berlaku dalam masyarakat.

Ketentuan mengenai bedah mayat sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) ditetap-
kan dengan Peraturan Pemerintah.

BAB VII
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 71

Masyarakat memiliki kesempatan untuk ber-
peran serta dalam penyelenggaraan upaya
kesehatan beserta sumber dayanya.

Pemerintah membina, mendorong, dan meng-
gerakkan swadaya masyarakat yang bergerak
di bidang kesehatan agar adapat lebih berda-
yaguna dan berhasilguna.

Ketentuan mengenai syarat dan tata cara peran
serta masyarakat di bidang keschatan ditetapkan
dengan Peraturan Pemerintah.

29



http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

Fasal 72

eran serta masyarakat untuk memberikan
ertimbangan dalam ikut menentukan kebijak-
anaan pemerintah pada penyelenggaraan kese-
atan dapat dilakukan melalui Badan Pertim-
angan Keschatan Masional, yang beranggo-
akan tokoh masyarakat dan pakar lainnya.

eterituan mengenai pembentukan, wgas pokok,
fungsi, dan tata kerja Badan Pertimbangan
Kesehatan Nasional ditetapkan dengan Kepu-
usan Presiden.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Bagian Pertama
Pembinaan

Pasal 73

pemerintah melakukan pembinaan terhadap
a kegiatan yang berkaitan dengan penyelengga-
upaya kesehatan.

Pusal 74

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
liaratikan untuk:

newujudkan derajat kesehatan masyarakal yang
ptimal;

erpenuhinyd kebutuhan masyarakat akan pela-
yanan dan perbekalan kesehatan yang cukup, aman,
bermuty dan terjangkau oleh seluruh lapisan
masy arakat,

melindungl masyarakat terhadap segala kemung-

kinan kejadian yang dapat menimbulkan gangguan
dan atau bahaya terhadap kesehatan;

4. memberikan kemudahan dalam rangka menunjang
peningkatan upaya kesehatan;

5. meningkatkan mutu pengabdian profesi tenags
keschatan.

Pasal 75

Ketentuan mengenai pembinaan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 73 dan Pasal 74 ditetapkan
dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 76

Pemerintah melakukan pengawasan terhadap
semua kegiatan yang berkaitan dengan penyelengga-
raan upaya kesehatan, baik yang dilakukan oleh pe-
merintah maupun masyarakat.

Pasal 77

Pemerintah berwenang mengambil tindakan
administratif terhadap tenaga kesehatan dan atau sarana

kesehatan yang melakukan pelanggaran terhadap
ketentuan Undang-undang ini.

Pusal 78

Ketentuan mengenai pengawasan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 76 ditctapkan dengan Pera-
turan Pemerintah.

BAB IX
PENYIDIKAN

Pasal 79
(1) Selain penyidik pejabat polisi negara Republik
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Indonesia juga xepada pejabat pegawai negeri
sipil tertentu di Depariemen Kesehatan diberi
wewenang khusus sebagai penyidik se-
bagaimana dimaksud dalam Undang-undang
Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara
Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor
76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209}
untuk melakukan penyidikan tindak pidana
sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini.

Penyidik scbagaimana dimaksud dalam ayat (1)
berwenang:

a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran
laporan serta ksterangan lentang tindak pi-
dana di bidang kesehatan;

b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang
diduga melakukan tindak pidana di bidang
kesehatan;

¢. meminta keterangan dan bahan bukti dari
prang atau badan hukum sehubungan de-
ngan tindak pidana di bidang kesehatan;

d. melakukan pemeriksaan atas sural dan atau
dokumen lain tentang tindak pidana di bidang
keschatan;

e. melakukan pemeriksaan atau penyitaan
bahan atau barang bukti dalam perkara tindak
pidana di bidang kesehatan;

f meminta bantuan ahli dalam rangka pelak-
sanaan tugas penyidikan tindak pidana di
bidang kesehatan;

g. menghentikan penyidikan apabila tidak ti-
dak terdapat cukup bukti yang membukti-
kan tentang adanya tindak pidana di bidang

e s -

(3)

(1)

(2)

(3)

kesehatan.,

Kewenangan penyidik sebagaimana dimaksud
dalam ayat (2) dilaksanakan menurut Undang-
undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukurm
Acara Pidana.

BAB X
KETENTUAN PIDANA

Pasal 80

Barangsiapa dengan sengaja melakukan tindakan
medis tertentu terhadap ibu hamil yang tidak
memennhi ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2), dipidana
dengan pidana penjara paling lama 15 (lima
belas) tahun dan pidana denda paling banyak
Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Barang siapa dengan sengaja menghinipun dana
dari masyarakat untuk menyelenggarakan pemc-
liharaan kesehatan, yang tidak beroentuk badan
hukum dan tidak memiliki izin cperasional serta
tidak melaksanakan ketentuan tentang jaminan
pemeliharaan keschatan masyarakal se-
bagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2)
dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara
paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana
denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima
ratus juta rupiah).

Barangsiapa dengan sengaja melakukan per-
buatan dengan tujuan komersial dalam pelak-
sanaan transplantasi organ tubuh atau jaringan
tubuh atau transfusi darah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) diEidana
dengMdma..mnjam-vmeE1ﬁi 15 (lims;

|
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elas) tahun dan pidana denda paling banyak
p. 300.000.000,00 (tiga ratus juta ropiah).

jarangsiapa dengan sengaja:

. mengedarkan makanan dan atau minumar
yang tidak memenuhi standar dan atau per
syaratan dan atau membahayakan kesehatan
sebagaimana di maksud dalam Pasal 21 ayat
(3).

b, memproduksi dan atau mengedarkan sediaan
farmasi berupa obal atau bahan obat yang
lidak memenuhi syardl farmakope Indone-
sia dan atau buku standar lainnya se-
bagaimana dinsaksud dalam Pasal 40 ayal
(1)

dipidana dengan pidana penjara paling lama

i5 (lima belas) tanun dan pidana denda paling

banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta
rupiah).

Pasal 81

Barangsiapa yang tanpa keahlian dan kewe-
nangan dengan sengaja :

a. melakukan tiansplantasi organ dan atau ja-
ringan tubuh sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 34 ayat (1)

b, melakukan implan alat kesehatan se-
bagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat
(1

c. melakukan bedah plastik dan rekonstruksi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat
(1)

dipidana dengan pidanan penjara paling lama

(2)

(1)

7 (tujuh) tahun dan atau pidana denda paling
banyak Rp. 140.000.000,00 (seratus empat puluh
juta rupiah).

Barangsiapa dengan sengaja:

a. mengambil organ dari seorang donor tanpa
memperhatikan keschatan donor dan atau
tanpa persetujuan donor dan ahli waris atau
keluarganya schagaimana dimaksud dalam
Pasal 34 ayat (2);

b. memproduksi dan atau mengedarkan alat
keschatan yang tidak memenuhi standar dan
atay persyaratan scbagaimzna dimaksud
dalam Pasal 4C ayat (2);

c. mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat
kesehatan tanpa izin edar sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 41 ayut (1);

d. menyelenggarakan penelitian dan atau
pengembangan ilmu pengetahuan dan tekno-
logi keschatan dan kesclamatan yang ber-
sangkutan serta norma yang berlaku dalam
masyarakal sebagaimanan dimaksud dalam
Pasal 69 ayat (2) dan ayat (3);

diplldana dengan pidana penjara paling lama 7
(tujuh) tahun dan atau pidana denda paling

banyak Rp. 140.000.000,00 (seratus empat puluh
juta rupiah),

Pasal 82

Barangsiapa yang tanpa keahlian dan kewe-
nangan dengan sengaja:

2. melakukan pengobatan dan atau perawatan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat
(4):
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b. melakukan transfusi darah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1);

¢. melakukan implan obat sebagaimana
dimaksnd dalam Pasal 36 ayat €1);

d. melakukan pekerjaan kefarmasian se-
bagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat
(1

e, melakukan bedah mayal sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 70 ayat (2),

dipidana dengan pidana penjara paling lama 5
(lima) tahun dan atau pidana denda p:l._hn;._:
banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rup ah}.

Barangsiapa dengan sengaja:

a. melakukan upaya kehamilan di luar cara
alami yang tidak sesuai dengan ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat
(2

b, memproduksi dan atau mengedarkan sediaan
farmasi berupa obat tradisional yang tidak
memenuhi standar dan atau persyaratan se-
bagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayal
(2),

¢, memproduksi Jan atau mengedarkan sedinan
farmasi berupa kosmetika yang tidak me-
menuhi standar dan atau persyaratan se-
bagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayul
(2),

d, mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat
kesehatan ying tidak memenuhi persyi-
ratan penandaan dan informasi sebagaimana
dimaksud dalam pasal 41 ayat (2);

e. memproduksi dan atau mengedarkan bahan

vang mengandung zal adiktif yang tidak me-
menuhi standar dan atau persyaratan yang

ditentukan secbagaimana dimaksud dalam
Pasal 44 ayat (2);

dipidana dengan pidana penjara paling lama 3

(lima) tahun dan atau pidana denda paling
banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 83

Ancaman pidana sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 80, Pasal 81, dan Pasal 82 ditambah seperem-
pat apabila menimbulkan luka berat atau sepertiga
apabila menimbulkan kematian,

Pasal 84
Barungsispa

L. mengedarkan makanan dan atau minuman yang

dikemas tanpa mencantumkan tanda atau label se-
bagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2):

Il

. menyelenggarakan lempat atau sarana pelayanan
umum yang Udak memenuhi ketenman standar dan
atau persyaratan lingkungan yang sehat se-
bagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (4);

3. menyelenggarakan tempat kerja yang tidak me-

memenuhl ketentuan sebagaimana diriaksud dalam
pasal 23 ayat (3);

4. menghalangi penderita gangguan jiwa yang akan
diobati dan atau dirawat pada sarana pelayanan
keschatan jiwa atau saréna pelayanan kesehatan

lainnya sebagimana dimaksud dalam Pusal 26 ayat
(s

5. menyelenggarakan sarana kesehutan yang tidak me-
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whi persyaratan sebagaimana dl.maks:.iq dalam
al 58 ayar (1) atau tidak memiliki izin se-
aimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1);

na dengan pidana knrungan paling lama | (satu)
dan atau pidana denda paling banyak Rp.
1.000,00 (lima belas juta rupiah).

Pasal 85

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 80, Pasal 81 dan Pasal 82 adalah kejahatan.

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 84 adalah pelanggaran.

Pasal 86

Dalam Peraturan Pemerintah sebagai pelak-
n Undang-undang ini dapat diwtagknn denda
¢ banyak Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 87

Semua peraturan perundang-undangan yang
upakan peraturan pelaksanaan dari :

Jndang-undang Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pem-
jukaan Apotck (Lembaran Negara Tahun 1953
Nomor 18);

Undang-undang Nomor 18 Tahun 1953 tentang
Penunjukkan Rumah Sakit-Rumah Sakit Partikelir
Yang Merawat Orang-orang Miskin dan Orang-
orang Yang Kurang Mampu (Lembaran Negara
Tahun 1953 NMomor 48);

Undang-undang Nomor 9 Tahun 1960 tentang

Pokok-pokok Keschatan (Lembaran Negara Tahun
1960 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara
MNomor 2068);

4, Undang-undang Nomor 11 Tahun 1962 tentang
Hygiene Untuk Usaha-usaha Bagi Umum (Lem-
baran Negara Tahun 1962 Nomor 48, Tambahan
Lembaran Nepgara Nomor 2475},

5. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1963 tentang
Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1963
Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Nomor
2576);

6, Undang-undzng Nomor 7 Tahun 1963 tentang Far-
masi (Lembaran Negara Tahun 1963 Nomor 81,
Tambahan Lembaran Lembaran Negara Nomar
2580):

7. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1964 tentang
Wajib Kerja Tenaga Paramedis (Lembaran Negara
Tahun 1964 Nomor 106, Tambahan Lembaran
MNegara Nomor 2698).

8. Undang-undang Nomor 2 Tahun1966 tentang Hy-
giene (Lembaran Negara Tahun 1966 Nomor 22,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 2804);

9. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1966 tentang
Kesehatan Jiwa (Lembaran Negara Tahun 1966

Nomor 23. Tambahan Lembaran Negara Nomor
2805).

pada saat diundangkannya Undang-undang ini masih
tetap berlaku, sepanjang tidak benentangan dan atau
belum diganti dengan peraturan yang baru berdasar-
kan Undang-undang ini.

Pasal 88
(1) Dengan berlakunya Undng-undang ini sarana
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keschatan tertentu yang diselenggarakan oleh
masyarakat yang belum berbentuk badan hukum
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1),
tetap dapat melaksanakan fungsinya sampai
dengan disesuaikan bentuk badan hukumnya,

Penyesuaian bentuk badan hukum sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) wajib dilaksanakan
selambat-lambatnya (dua) tahun sejak tanggal
mulai berlakunya Undang-undang ini.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal B9
Dengan berlakunya Undang-undang ini, maka

ndang-undang Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pem-
ikaan Apotek (Lembaran Negara Tahun 1953 No-
or 18);

ndang-undang Nomor 18 Tahun 1953 tentang
enunjukkan Rumah Sakit-Rumah Sakit Partikelir
ang Merawat Orang-orang Miskin dan Orang-
rang Yang Kurang Mampu (Lembaran Negara
ahun 1953 Nomor 48);

Indang-undang Momor 9 Tahun 1960 tentang
okok-pokok Kesehatan (Lembaran Negara Tahun
960 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara
lomor 2068},

Indang-undang Nomor 11 Tahun 1962 tentang
Iygiene Untuk Usaha-usaha Bagi Umum (Lem-
aran Negara Tahun 1962 Nomor 48, Tambahan
.embaran Negara Nomor 2475),

Jndang-undang Nomor 7 Tahun 1963 tentang
enaga Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1963

Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Nomor
2576);

. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1963 ientang Far-

masl (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 81,
Tambahan Lembcran Negara Nomor 2580);

. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1964 tentang

Waijib Kerja Tenaga Paramedis (Lembaran Negaru
Tahun 1964 Nomor 106, Tambahan Lembaran Ne-
gara Nomor 2698);

. Undang-vndang Nomor 2 Tahun 1966 tentang

Hygiene (Lembaran MNegara Tahun 1966 Nomor
22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2804);

. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1966 tentang

Kesehatan Jiwa (Lembaran Negara Tahun 1966
Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomaor
2805);

dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 90
Undang-undang ini mulai berlaku pada tang-

gal diundangkan, Agar setiap orang mengetahuinya,
memerintahkan pengundangan Undang-undang ini de-
ngan pencmpatannya dalam Lembaran Negam Re-
publi Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 17 Scptember 1992
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
id

SOEHARTOC
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Diundangkan di Jakarta
ia tanggal 17 September 1992
ITERI/SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

ttd
MOERDIONO

ARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 1992 NOMOR 100

= e i

PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 23 TAHUN 1992
TENTANG
KESEHATAN

UMUM

Cita-cita bangsa Inaonesia sebagaimena tercan-
tum dalam Pembukasn Undang-Undang Dasar 1945
adalah melindungi sezenap bangsa Indonesia dan
seluruh wmpah darah Indonesia dan untuk mema-
jukan kesejahieraan umum, mencerdaskan kehidupan
bangsa, dan ikut melaksanakan keteriban dunia yang
berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan
keadilan sosial. Dulam rangka mencapai cita-cita
bangsa tersebut diselenggarakan pembangunan na-
sional di semrua bidang kehidupan yang berkesinam-
bungan yang merupakan suatu rangkaian pembangunan
yang menyeluruh, terpadu, dan terarah,

Pembangunan kesehatan sebagai salah satu
upaya pembangunan nasional diarahkan guna terca-
painya kesadaran, kemauan, dan kemampuan untuk
hidup sehat bagi setiap penduduk agar dapat
mewujudkan derajat kesehatan yang optimal,

Pembangunan kesehatan pada dasamya me-
nyangkut semua segi kehidupan, baik fisik, mental
maupun sosial ekonomi. Dalam perkembangan pem-
bangunan kesehatan selama ini, telah terjadi perubah-
an orientasi, baik tata nilai maupun pemikiran ter-
utama mengenai upaya pemecahan masalah di bidang

43
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PERNYATAAN PERSETUJUAN I'OTO KONTRAS

Yang bertanda tangan dibawah ini :

MNama
Umur
Status

’ t
Alamat : '

Setelah mendapat penjelasan, memahami dan mengerti resiko yang mungkin ferjadi
_tentang tujuan pemeriksaan foto kontras, maka dengar ini saya menerima dan menyetujui
umfuk dapat dilakukan tindakan tersebut pada ;

Tr/Ny/Sdr/Anak
Oleh dokter di Rumah Sakit Perkebunar Jember.

Demikian surat pemyataan ini sava buat dengan penuh kesadaran dan  dapat
dipertanggungjawabkan.

Jeimber, 2002
Petugas Yanp menyatakan

Dirs. Ketut Murdhia
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DAFTAR ISTILAH MEDIK
{Berdasarkan urutan abjad )

anaesthesia  : hilangnya rasa/sensasi di beberapa bagian tubuh karena blokade secara
mekanis/karena pemakaian obat .

anastesi umum: anastesi seluruh tubuh disertai hilangiya kesadaran yang ditimbulkan
oleh penyuntikan/inhalasi obat anastesi/aralgetik.

anamnesis ‘kemampuan Iingatarl. kumpulan data tenting seorang pasien, kelurgarg,

! lingkungan sebelumnya dan pengalamanpengalaman yang terdiridari
rasa,perasaan/tindakan abnormal yangg diamati oleh pasien sendiriorang
lain dlengan tanggal-tanggal manifestas) serta lamanya hsil-hasil
pengobatannya.

biliurunemia degradasi hemoglobin eritrosit dalam sel reikuloendolilealaamun juga
terbentuk dari pemecahan pigmen heme lainny,

gangrene ‘luka yang berakhir dengan kematian saraf kmatian jarirgan, biasanya
dalam jumlah besar dan umumnya ditkuti denan kehilangan persediaan

vasculer (hnutrisi) dan diikuti invansi bakteri daipembusukan

hypoxia ‘kandungan berkurangnnya O2 dalam darah

malnutrisi ‘kurangnya nutrisi

prognosis ‘ramalan arah dan lama penyakit/hasil perawatan

shock gangguan  keseimbangan mental yang timbul mendadak /keadaan

gagalnya sirkulasi perifer secara akut akibai kacaunya kontrol
sirkulasi/cairan sirkulasi ditandai dengan hipotensi, klit dingin, biasanya
kaki kardia disertai serangan lkecemasan

sitotuxin :berbagat dasar racun makanan utamanya yang timbul {ari makanan oleh
mikroorganisme tumbuhan

steroid - salah satu kelompok bahan kimia meliputi hormon terentu yang dibuat
di kortex kelenjar suprarenal, sebagai kotkosteroid

tentacle - argan pengindera

uremia ;penumpukan berlebihan metabolisme protein dilam darah dan keadaan

toksitk yang ditimbulkannnya.ditandai dengan nausea, nmtah. nver

kepala vertigo, penurunan penglihatan, kejang, nafas bau azotumik .
%
).
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uterus

karena neuron tidak mengeluarkan urea dan produk-produk metabolism
lainnya.

organ muskular berongga pada mamalia betina, tempat normal
tertanamnya telur yang telah dibuahi danh tempa pemeliharaan embrio dan
janin yang sedang tumbuh. Pada manusia yang tidak hamil (NA), rahim
berentuk buah pir/alpukat yang panjangnya sekitar 3 inch terdin dan
badan fundus, stihmus, dan serviks, rongganya membuka ke vagina bawan
ketuba uterina disebelah kanan dan kiri bagian atas organ ini ditunjang
oleh perlengkapan langsung ke vagina dan perlekatan tidak langsung dan
berbagai struktur lainnya vang saling berdekatan .
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